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ABSTRAK 

Pandi Passa :    S.2116126, 2020, Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan 

Desa Di Desa Taluduyunu  Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan fungsi 

legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam tahap inisiasi Di Desa Taluduyunu 

Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. 

 Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu 

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau 

kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang diteliti. Sednagkan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Purposive Sampling yakni sampel berdasarkan 

pertimbangan peniliti. Yaitu, dengan pertimbangan bahwa responden atau 

informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten terhadap 

masalah yang akan diteliti. 

Hasil penelitian menunjukan Dalam Tahap Inisiasi proses pembuatan 

Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 tentang RPJMDesa tahun 2016-

2022 terbagi atas, (a.) Pengumpulan Aspirasi Masyarakat, (b.) Perumusan dan (c.) 

Pengusulan. Dalam proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat. 

Dalam Tahap Sosio-politis proses pembuatan Peraturan Desa No. 1 tahun 

2016 tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 terbagi atas, (a.) Rapat Internal 

Pemerintah Desa dan, (b.) Rapat Gabungan/ pembahasan. Dalam rapat 

pembahasan peran BPD Desa Taluduyunu adalah BPD Desa Taluduyunu 

bertindak sebagai penyelenggara Rapat Pembahasan tersebut, Ketua BPD Desa 

Taluduyunu memimpin rapat pembahasan tersebut, dan Pemaparan rancangan 

peraturan desa tentang RPJMDesa dilakukan oleh Ketua BPD Desa Taluduyunu. 

Dalam Tahap Yuridis proses pembuatan Peraturan Desa No. 1 tahun 2016 

tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 terbagi atas, (a.) Penyusunan Ranperdes, (b.) 

Penyerahan Ranperdes, (c.) Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa. Dalam 

proses Penyusunan ranperdes, peranan BPD Desa Taluduyunu yakni BPD Desa 

Taluduyunu yang melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang 

RPJMDesa tahun 2016-2022 berdasarkan teknik perundang-undangan (Legal 

Drafting). 

 

Kata Kunci : Transparansi, Pengadaan barang/jasa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Demokrasi imenjadi isuatu itatanan iyang iditerima idan idipakai ioleh ihampir 

iseluruh inegara idi idunia itermasuk idi iIndonesia. iSalah isatu ipilar idemokrasi iadalah 

iprinsip iTrias iPolitica iyang imembagi itiga ikekuasaan ipolitik idalam isebuah inegara 

iyakni ieksekutif, idan iyudikatif. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga 

negara yang independen dan berada dalam tingkatan yang sejajar antara satu sama 

lain. Kesejajaran idan iindependensi iketiga ijenis ilembaga inegara iini idiperlukan iagar 

iketiga ilembaga inegara iini ibisa isaling imengawasi idan isaling imengontrol iberdasarkan 

iprinsip iChecks iand iBalances.  

Lembaga ilegislatif imerupakan isalah isatu ibagian idari iprinsip iTrias iPolitica. 

iLembaga iini imemiliki ikewenangan idalam imenjalankan ikekuasaan ilegislatif iatau 

ikewenangan idalam imembuat idan imenetapkan iperaturan iperundang-undangan. 

iLegislatif idalam isistem ipresidensial iadalah icabang ipemerintahan iyang isama idan 

ibebas idari ilembaga ieksekutif. Dibeberapa negara lembaga legislatif dikenal 

dengan beberapa nama yaitu Parlemen ataupun Kongres sedangkan di Indonesia 

sendiri, untuk itingkat ipusat idikenal idengan iDewan iPerwakilan iRakyat iatau iDPR. 

iTidak ihanya idi itingkat ipusat, iprovinsi iataupun ikota/kabupaten ibahkan ilembaga 

ilegislasi ipun ihadir iditingkat ipemerintahan iterkecil iyakni idesa. 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan iasal-usul idan iadat iistiadat isetempat iyang idiakui idan idihormati 

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_Presidentil&action=edit&redlink=1
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idalam isistem iPemerintahan iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia i(UU iNo.23 iTahun 

i2014 ipasal i1 iayat i12). iHal iini imenunjukkan ibahwa iselain imenganut idemokrasi, idi 

idesa ijuga imemiliki iotonominya isendiri iyang idiakui idan idihormati idalam isistem 

ipemerintahan iIndonesia. iOtonomi idesa ibukanlah imenunjuk ipada iotonomi 

ipemerintah idesa isemata-mata, itetapi ijuga iotonomi imasyarakat idesa idalam 

imenentukan idiri imereka idan imengelola iapa iyang imereka imiliki iuntuk ikesejahteraan 

imereka isendiri. i iOtonomi idesa iberarti ijuga imemberi iruang iyang iluas ibagi iinisiatif 

idari idesa. iKebebasan iuntuk imenentukan idirinya i isendiri idan iketerlibatan imasyarakat 

idalam isemua iproses ibaik idalam ipengambilan ikeputusan iberskala idesa, iperencanaan 

idan ipelaksanaan ipembangunan imaupun ikegiatan-kegiatan ilain iyang idampaknya 

iakan idirasakan ioleh imasyarakat idesa isendiri.    

Demi mewujudkan demokrasi dan otonomi  di tingkat desa maka 

dibentuklah lembaga yang serupa dengan lembaga legislatif yang disebut dengan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu unsur penyelenggara 

pemerintahan di desa. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 

2015 pengganti peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 yang 

disebutkan bahwa BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. BPD isebagai ibadan ipermusyawaratan iberasal idari iketua irukun 

iwarga, ipemangku iadat, igolongan iprofesi, ipemuka iagama idan itokoh iatau ipemuka 

imasyarakat ilainnya. iBadan ipermusyawaratan idesa ibukanlah ilembaga ilegislasi iyang 

ipertama iditingkat idesa ikarena iada ilembaga ilegislasi idesa ilainnya isebelum iBPD iyang 

imerupakan icikal ibakal iperwujudan idemokrasi idan iotonomi idi idesa iyakni iLembaga 
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iMusyawarah iDesa i(LMD) idan iBadan iPerwakilan iDesa. iLembaga iini ipada 

ihakikatnya iadalah imitra ikerja ipemerintah idesa iyang imemiliki ikedudukan isejajar 

idalam imenyelenggarakan iurusan ipemerintahan, ipembangunan idan ipemberdayaan 

imasyarakat.    

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama yakni merumuskan 

dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (legislasi) 

serta menampung  dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah 

desa (refresentasi). Selain ifungsi idalam ilegislasi idan irefresentasi, iBPD ijuga 

imemiliki ifungsi ilainnya iseperti imengayomi iyaitu imenjaga ikelestarian iadat iistiadat 

iyang ihidup idan i iberkembang idi idesa iyang ibersangkutan isepanjang imenunjang 

ikelangsungan ipembangunan idan imelakukan ipengawasan iyaitu imeliputi 

ipengawasan iterhadap ipelaksanaan iperaturan idesa, ianggaran ipendapatan idan ibelanja 

idesa/APBDesa. 

Fungsi ilegislasi iadalah isalah isatu itugas iutama iBPD idalam iproses 

ipenyelenggaraan ipemerintahan idi idesa. iBerbicara itentang ilegislasi itentunya ikita 

imengarah ipada iadanya ioutput iyang idihasilkan idalam ibentuk iperaturan iperundang-

undangan. Dilevel desa peraturan perundang-undangan disebut dengan peraturan 

desa (Perdes). BPD melakukan koordinasi dengan pemerintah desa yakni kepala 

desa beserta jajarannya dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa. 

Badan ipermusyawaratan idesa imemiliki ihak iuntuk imenyetujui iatau itidak 

iterhadap iperaturan idesa iyang idibuat ioleh ipemerintah idesa idalam ihal iini ikepala idesa 

idan iperangkat idesa ilainnya. iLembaga iini ijuga idapat imembuat irancangan iperaturan 
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idesa iuntuk isecara ibersama-sama ipemerintah idesa iuntuk iditetapkan imenjadi 

iperaturan idesa. 

Proses ilegislasi iperaturan idesa iumumnya imelalui i3 itahapan iyaitu itahap 

iinisiasi, itahap isosio-politis idan itahap iyuridis. Tahap-tahap ini mencakup 

pengusulan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Rancangan 

peraturan desa, dapat diajukan oleh pemerintah desa dan dapat juga oleh BPD. 

Dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah idesa idan iatau iBPD iharus 

imemperhatikan idengan isungguh-sungguh iaspirasi iyang iberkembang idi imasyarakat. 

iRancangan iperaturan idesa iyang iberasal idari ipemerintah idesa idisampaikan ioleh 

ikepala idesa ikepada iBPD isecara itertulis. iSetelah imenerima irancangan iperaturan idesa, 

iBPD imelaksanakan irapat iparipurna iuntuk imendengarkan ipenjelasan ikepala idesa. 

iJika irancangan iperaturan idesa iberasal idari iBPD, imaka iBPD imengundang 

ipemerintah idesa iuntuk imelakukan ipembahasan. iSetelah idilakukan ipembahasan, 

imaka iBPD imenyelenggarakan irapat iparipurna iyang idihadiri ioleh ianggota iBPD idan 

ipemerintah idesa idalam iacara ipenetapan ipersetujuan iBPD iatas irancangan iperaturan 

idesa imenjadi iperaturan idesa iyang idituangkan idalam ikeputusan iBPD. iSetelah 

imendapatkan ipersetujuan iBPD, maka kepala desa menetapkan peraturan desa, 

serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk 

mengundangkannya dalam lembaran desa.  

Tahap-tahap ipenyusunan idan ipenetapan iperaturan idesa iyang iada iharus 

idijalankan idi iseluruh idesa idi iIndonesia idengan imemperhatikan itiap itahapan, itidak 

iterkecuali idalam ipembuatan iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 itahun i2016 itentang 

irencana ipembangunan ijangka imenengah idesa i(RPJMDesa) itahun i2016-2022. iBPD 
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imerupakan isalah isatu iUnsur ipenyelenggara ipemerintahan idesa iyang ipaling iberperan 

idalam iPembuatan iPerdes, inamun iBPD iTaluduyunu iKecamatan iBuntulia iKabupaten 

iPohuwato ijustru icenderung ibertindak ipasif idalam imenjalankan itiap itahap idari 

ipembuatan iperaturan idesa. iHak iyang idiberikan iuntuk imengusulkan irancangan 

iperaturan idesa itidak idipergunakan isebaik-baiknya idan iketika iusulan idatang idari 

ipemerintah idesa, iBPD isetempat ibersikap ikurang ikritis isehingga ikemungkinan ibesar 

ioutput iyang idihasilkan itidak ibanyak imemberi iperubahan iyang ipositif idi iDesa 

iTaluduyunu iKecamatan iBuntulia iKabupaten iPohuwato. iBPD isetempat iseharusnya 

ilebih imenunjukkan ikapabilitas idan iakuntabilitasnya isebagai ilembaga ilegislasi idi 

idesa ikhususnya idalam ipembuatan iperaturan idesa, oleh karena itu penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan 

Desa Di Desa Taluduyunu  Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas timbul pertanyaan utama tentang bagaimana 

pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa Taluduyunu 

Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Untuk menjawab pertanyaan tersebut 

kemudian oleh penulis dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan dalam rumusan 

masalah adalah Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan 

Desa dalam tahap inisiasi Di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten 

Pohuwato? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun setiap penelitian masih memiliki tujuan, dan untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
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mengetahui dan menganalisis Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Badan 

Permusyawaratan Desa dalam tahap inisiasi Di Desa Taluduyunu Kecamatan 

Buntulia Kabupaten Pohuwato. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi 

sebagai berikut : 

1. Manfaat iTeoritis i: ipenelitian iini idiharapkan imenjadi ibahan istudi i i iperbandingan 

ibagi ipenelitian iselanjutnya idan imenjadi isalah isatu isumbangsih ipemikiran iilmiah 

idalam imelengkapi ikajian-kajian iyang imengarah ipada i 

2. Manfaat iPraktis i: ipenelitian iini idiharapkan imenjadi ibahan imasukan iyang 

isekiranya idapat imembantu iBadan iPermusyawaratan iDesa isetempat iuntuk ilebih 

imeningkatkan ipelaksanaan ifungsi ilegislasi ilembaga itersebut idalam 

ipenyelenggaraan ipemerintahan idi iDesa iTaluduyunu iKecamatan iBuntulia 

iKabupaten iPohuwato.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Otonomi Desa  

Bagi imasyarakat iDesa, iOtonomi i idesa ibukanlah imenunjuk ipada iotonomi 

iPemerintah iDesa isemata-mata itetapi ijuga iotonomi imasyarakat idesa idalam 

imenentukan idiri imereka idan imengelola iapa iyang imereka imiliki iuntuk ikesejahteraan 

imereka isendiri. iOtonomi idesa iberarti ijuga imemberi iruang iyang iluas ibagi iinisiatif idari 

idesa. iKebebasan iuntuk imenentukan idirinya isendiri idan iketerlibatan imasyarakat 

idalam isemua iproses ibaik idalam ipengambilan ikeputusan iberskala idesa, iperencanaan 

idan ipelaksanaan ipembangunan imaupun ikegiatan-kegiatan ilain iyang idampaknya 

iakan idirasakan ioleh imasyarakat idesa isendiri, ihal iini imerupakan ipengejawantahan 

iotonomi idesa. Keberadaan otonomi desa mengacu pada konsep komunitas, yang 

tidak hanya dipandang sebagai suatu unit wilayah, tetapi juga sebagai sebuah 

kelompok sosial, sebagai suatu sistem sosial, maupun sebagai suatu kerangka 

kerja interaksi.  Akhir-akhir iini, ituntutan idaerah iuntuk idiberi iotonomi iyang iseluas-

luasnya imakin imenonjol. iKondisi iseperti iini isebagian iorang idinilai isebagai ibenih-

benih iterjadinya idisintegrasi ibangsa idan idisisi ilain isebagian iorang imenilai ibahwa 

ipemberian iotonomi iyang iseluas-luasnya iini imerupakan isatu-satunya ijalan ikeluar 

iuntuk imempertahankan iintegrasi inasional. iDalam isejarah iketatanegaraan iIndonesia, 

ifenomena itentang idaerah iyang imemiliki iotonomi iseluas-luasnya itadi isesungguhnya 

ibukan ihal iyang ibaru ibahkan ibukan ilagi isesuatu iyang imembahayakan ikeutuhan 

ibangsa idan iNegara i(Widjaya, i1998:45). 



xiv 
 

Demikian pula, keberadaan desa-desa adat yang memiliki susunan asli 

ternyata tidak menimbulkan gagasan pemisah diri dari unit pemerintahan yang 

begitu luas. Oleh ikarena iitu, iotonomi iluas isesungguhnya ibukan iparadoksi ibagi 

iintegrasi ibangsa idan isebaliknya. iArtinya icita-cita imemberdayakan idaerah imelalui 

ikebijakan iotonomi iluas itidak iperlu i idisertai idengan isikap i“buruk isangka” iyang 

iberlebihan itentang ikemungkinan iperpecahan ibangsa. iKekhawatiran iini ijustru iakan 

imenunjukkan ibahwa i ipemerintahan ipusat imemang ikurang imemiliki iPolitical iWill 

iyang ikuat iuntuk imemberdayakan idaerah. Dengan demikian, ide untuk kembali 

menyeragamkan sistem pemerintahan daerah dengan alasan untuk menjaga 

keutuhan dan persatuan bangsa antara lain melalui penghapusan “daerah 

istimewa” dan penyeragaman pemerintahan desa adalah sangat tidak kontekstual 

dan tidak konseptual. Perubahan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan 

daerah (termasuk pemerintahan desa) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 

dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999, 

UU No 32 tahun 2004 serta yang terbaru dengan adanya perubahan Undang-

Undang Pemerintahan Daerah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008, membawa implikasi yang sangat besar. Salah isatu iimplikasi itersebut 

iadalah ibahwa idesa itidak isekedar imerupakan iwilayah iadministratif isebagai 

ikepanjangan itangan ipemerintahan ipusat idi idaerah i(pelaksana iasas idekonsentrasi), 

itetapi imemiliki ilebih imerupakan ikesatuan imasyarakat ihukum iyang imemiliki 

iotonomi iluas. iBerdasarkan ikerangka iwaktunya, iperkembangan iotonomi ipada 

ikesatuan ihukum imasyarakat iterkecil i(desa) imengalami ipergeseran iyang isangat 

ifluktuatif, idimana ipada isatu idesa imemiliki iotonomi iyang isangat iluas i(most 
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idesentralized), isedang idisaat ilain idesa itidak imemiliki iotonomi isama isekali idan ihanya 

iberstatus isebagai iwilayah iadministratif i(most icentralized). iPada iawalnya, 

iterbentuknya isuatu ikomunitas ibermula idari iberkumpul i idan imenetapnya iindividu-

individu idi isuatu itempat iterdorong ioleh ialasan-alasan iyang imereka ianggap isebagai 

ikepentingan ibersama. iAlasan-alasan iuntuk imembentuk imasyarakat iyang imasih 

ibersifat isederhana iatau itradisional iini iadalah ipertama iuntuk ihidup, ikedua iuntuk 

imempertahankan ihidupnya iterhadap iancaman idari iluar, idan iketiga iuntuk imencapai 

ikemajuan idalam ihidupnya i(Ali iFauzan, i2010:65).  

Kumpulan iindividu-individu iyang imembentuk idesa idan imerupakan isebuah 

idaerah ihukum iini, isecara ialami imemiliki iotonomi iyang isangat iluas, ilebih iluas idari 

ipada iotonomi idaerah-daerah ihukum idiatasnya iyang ilahir idi ikemudian ihari, ibaik iyang 

iterbentuk ioleh ibergabungnya idesa-desa idengan isukarela iatau iyang idipaksakan ioleh 

ipihak-pihak iyang ilebih ikuat. Otonomi atau kewenangan desa itu antara lain 

meliputi hak untuk menentukan sendiri hidup matinya desa itu, dan hak untuk 

menentukan batas daerahnya sendiri. Selanjutnya disebutkan juga bahwa 

masyarakat sebagai daerah hukum, menurut hukum adat mempunyai norma-

norma sebagai berikut : berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh 

batas-batas yang sah, berhak mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah 

tangganya sendiri, berhak memilih dan  mengangkat Kepala Daerahnya atau 

Majelis Pemerintahan sendiri, berhak mempunyai harta benda dan sumber 

keuangan sendiri, berhak atas tanah sendiri, dan berhak memungut pajak sendiri. 

Selanjutnya ipada imasa ipemerintahan iRepublik iIndonesia, ipengaturan 

ipenyelenggaraan ipemerintahan idesa imendapat ilandasan iyuridis ipada ipasal i18 iUUD 
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i1945 iyang imengakui ikenyataan ihistoris ibahwa isebelum iproklamasi ikemerdekaan, idi 

iIndonesia isudah iterdapat idaerah-daerah iSwapraja iyang imemiliki iberbagai ihak idan 

iwewenang idalam ipenyelenggaraan iberbagai iurusan idi iwilayahnya. iIni iberarti, idesa 

isecara iteoritis ijuga imemiliki ihak iyang ibersifat i iautochtoon iatau ihak iyang itelah 

idimiliki isejak isebelum idaerah iitu imerupakan ibagian idari iNegara iIndonesia. Namun 

dalam penyusunan peraturan tentang pemerintahan desa sebagaimana tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, kenyataannya desa bukan lagi 

dianggap sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom, khususnya dalam 

masalah administrasi pemerintahan secara umum. Terlebih ilagi idengan 

ipembentukan ikelurahan, imaka ikesatuan imasyarakat i“Desa” iini ihanya iberstatus 

iwilayah iadministratif iyang iditempatkan isebagai ikepanjangan itangan ipemerintah 

ipusat i(pelaksana iasas idekonsentrasi). 

2.2 Badan Permusyawaratan Desa 

Badan iPermusyawaratan iDesa imerupakan iperwujudan idemokrasi idi idesa. 

iDemokrasi iyang idimaksud ibahwa iagar idalam ipenyelenggaraan ipemerintahan idan 

ipembangunan iharus iselalu imemperhatikan iaspirasi idari imasyarakat iyang 

idiartikulasi idan idiagregasikan ioleh iBPD idan iLembaga iKemasyarakatan ilainnya. 

iBadan iini imerupakan ilembaga ilegislatif idi itingkat idesa. iBadan iPermusyawaratan 

idesa imerupakan iperubahan inama idari iBadan iPerwakilan iDesa iyang iada isebelumnya. 

iPerubahan iini ididasarkan ipada ikondisi ifaktual ibahwa ibudaya ipolitik ilokal iyang 

iberbasis ipada ifilosofi imusyawarah iuntuk imufakat. Musyawarah berbicara tentang 

proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan 

diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai 
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konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga itidak 

isampai imenimbulkan igoncangan-goncangan iyang imerugikan imasyarakat iluas. 

Badan iPemusyawaratan iDesa iberfungsi imenetapkan iperaturan idesa ibersama 

iKepala iDesa, imenampung idan imenyalurkan iaspirasi imasyarakat. iOleh ikarenanya 

iBPD isebagai ibadan ipermusyawaratan iyang iberasal idari imasyarakat idesa, idisamping 

imenjalankan ifungsinya isebagai ijembatan ipenghubung iantara iKepala iDesa idengan 

imasyarakat idesa, juga harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai 

lembaga representasi dari masyarakat. Sehubungan idengan ifungsinya imenetapkan 

iperaturan idesa imaka iBPD ibersama-sama idengan iKepala iDesa imenetapkan 

iPeraturan iDesa isesuai idengan iaspirasi iyang idatang idari imasyarakat, inamun itidak 

isemua iaspirasi idari imasyarakat idapat iditetapkan idalam i ibentuk iperaturan idesa itapi 

iharus imelalui iberbagai iproses isebagai iberikut; iArtikulasi iadalah ipenyerapan iaspirasi 

imasyarakat iyang idilakukan ioeh iBPD; iAgregasi iadalah iproses imengumpulkan, 

imengkaji idan imembuat iprioritas iaspirasi iyang iakan idirumuskan imenjadi iperdes; 

iFormulasi iadalah iproses iperumusan irancangan iperaturan idesa iyang idilakukan ioleh 

iBPD idan/atau ioleh ipemerintah idesa; idan iKonsultasi iadalah iproses idialog ibersama 

iantara ipemerintah idesa idan iBPD idengan imasyarakat. iDari iberbagai iproses itersebut 

ikemudian ibarulah isuatu iperaturan idesa idapat iditetapkan, ihal iini idilakukan iagar 

iperaturan iyang iditetapkan itidak ibertentangan idengan ikepentingan iumum, iperaturan 

idaerah idan iperaturan iperundang-undangan iyang ilebih itinggi itingkatannya. 

Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan 

dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada, seperti : 



xviii 
 

a. Landasan ihukum imateri iyang idiatur, iagar iPeraturan iDesa iyang iditerbitkan ioleh 

iPemerintah iDesa imempunyai ilandasan ihukum; 

b. Landasan ifilosofis imateri iyang idiatur, iagar iPeraturan iDesa iyang iditerbitkan ioleh 

iPemerintah iDesa ijangan isampai ibertentangan idengan inilai-nilai ihakiki iyang 

idianut idi itengah-tengah imasyarakat; 

c. Landasan isosiologis imateri iyang idiatur, iagar iPeraturan iDesa iyang iditerbitkan 

ioleh iPemerintah iDesa itidak ibertentang idengan inilai-nilai iyang ihidup idi itengah-

tengah imasyarakat; 

d. Landasan ipolitis imateri iyang idiatur, iagar iPeraturan iDesa iyang idi iterbitkan ioleh 

iPemerintah iDesa idapat iberjalan isesuai idengan itujuan itanpa imenimbulkan 

igejolak idi itengah-tengah imasyarakat.  

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa disebutkan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pasal 11 antara lain:  

a. Mengayomi iyaitu imenjaga ikelestarian iadat iistiadat iyang ihidup idan i iberkembang 

idi iDesa iyang ibersangkutan isepanjang imenunjang ikelangsungan ipembangunan i; i 

i 

b. Legislasi iyaitu imerumuskan idan imenetapkan iPeraturan iDesa ibersama-sama 

idengan iPemerintah iDesa i; i 

c. Pengawasan iyaitu imeliputi ipengawasan iterhadap ipelaksanaan iPeraturan iDesa, 

iAnggaran iPendapatan idan iBelanja iDesa iserta iKeputusan iKepala iDesa i; i 

d. Menampung iaspirasi imasyarakat iyaitu imenangani idan imenyalurkan iaspirasi 

iyang iditerima idari imasyarakat ikepada ipejabat iatau iinstansi iyang iberwenang.  
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Sedangkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang sebagai berikut : 

a. Membahas irancangan iPeraturan iDesa ibersama iKepala iDesa i; 

b. Melaksanakan ipengawasan iterhadap ipelaksanaan iPeraturan iDesa idan iPeraturan 

iKepala iDesa; 

c. Mengusulkan ipengangkatan idan ipemberhentian iKepala iDesa. 

d. Membentuk ipanitia ipemilihan iKepala iDesa i; 

e. Menggali, imenampung, imenghimpun, imerumuskan idan imenyalurkan iaspirasi 

imasyarakat i; 

f. Menyusun itata itertib iBPD. 

Keanggotaan iBadan iPermusyawaratan idesa iterdiri idari iwakil ipenduduk idesa 

ibersangkutan iyang iditetapkan idengan icara imusyawarah iuntuk imufakat. iDalam 

ipemilihan ianggota iBPD itelah idiatur isyarat-syarat iyang imerupakan isuatu ikeharusan 

untuk dapat menjadi calon anggota BPD. Adapun Syarat-syarat Calon Anggota 

BPD iadalah iPenduduk iDesa iWarga iNegara iRepublik iIndonesia iyang imemenuhi 

ipersyaratan isebagai iberikut: 

a. Bertaqwa ikepada iTuhan iYang iMaha iEsa; 

b. Setia ikepada iPancasila, iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia 

iTahun i1945 idan ikepada iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia; 

c. Berpendidikan ipaling irendah itamat iSekolah iLanjutan iTingkat iPertama idan/atau 

isederajat; 

d. Berusia ipaling irendah i25 i(dua ipuluh ilima) itahun; 

e. Bersedia idicalonkan imenjadi ianggota iBPD; 
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f. Belum ipernah imenjabat isebagai ianggota iBPD iselama idua ikali imasa ijabatan; 

g. Penduduk idesa isetempat iyang idibuktikan idengan ipemilikan iKartu 

iTandaPenduduk i(KTP) idesa ibersangkutan iatau imemiliki itanda ibukti iyang isah 

isebagai ipenduduk idesa ibersangkutan; 

h. Dalam ihal iketerwakilan idusun, icalon ianggota iBPD imerupakan ipenduduk idusun 

iyang ibersangkutan; 

i. Tidak ipernah idihukum ikarena imelakukan itindak ipidana ipaling ikurang i5 i(lima) 

itahun. 

Sedangkan untuk menentukan jumlah anggota BPD tiap desa ditentukan 

dengan cara sebagai berikut  : 

1. Jumlah ianggota iBPD itiap idesa iditetapkan idengan ijumlah iganjil ipaling isedikit i5 

i(lima) iorang idan ipaling ibanyak i11 i(sebelas) iorang idengan imemperhatikan 

ijumlah ipenduduk idesa, iluas iwilayah idan ikemampuan ikeuangan idengan 

iketentuan: 

a. Jumlah penduduk antara 1.500 jiwa s.d 2.500 jiwa = 5 anggota BPD 

b. Jumlah penduduk antara 2.501 jiwa s.d 5.000 jiwa = 7 anggota BPD 

c. Jumlah penduduk antara 5.001 jiwa s.d 9.000 jiwa = 9 anggota BPD 

d. Jumlah penduduk di atas 9.000 jiwa = 11 anggota BPD 

2. Penentuan ikuota ijumlah ianggota iBPD itiap-tiap idusun, idengan imemperhatikan 

ijumlah ipenduduk idusun, idengan iketentuan: i 

Jumlah ipenduduk idusun/ iJumlah ipenduduk idesa ix ijumlah ianggota iBPD idesa i= 

iKuota ijumlah ianggota iBPD. 
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3. Penentuan kuota jumlah anggota BPD tiap-tiap dusun ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 

4. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disampaikan 

oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan 

dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

Yang idimaksud idengan iwakil imasyarakat idalam ihal iini iseperti iketua irukun 

iwarga, ipemangku iadat idan itokoh imasyarakat. iMasa ijabatan iBadan 

iPermusyawaratan iDesa i6 i(enam) itahun idan idapat idipilih ikembali iuntuk i1 i(satu) ikali 

imasa ijabatan iberikutnya. 

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing 

unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan 

fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh ikarena iitu, 

ihubungan iyang ibersifat ikemitraan iantara iBPD idengan iPemerintah iDesa iharus 

iDidasari ipada ifilosofi iantara ilain i(Wasistiono, i2006:36) i: 

a. Adanya ikedudukan iyang isejajar idiantara iyang ibermitra i; 

b. Adanya ikepentingan ibersama iyang iingin idicapai i; 

c. Adanya iprinsip isaling imenghormati i; 

d. Adanya iniat ibaik iuntuk imembantu idan isaling imengingatkan. 

2.3 Peraturan Desa 

Peraturan iDesa iialah iproduk ihukum itingkat idesa iyang iditetapkan ioleh ikepala 

idesa ibersama ibadan ipermusyawaratan idesa idalam irangka ipenyelenggaraan 

ipemerintahan idesa i(pasal i55 iPP iNo. i72 itahun i2005). Peraturan desa dibentuk dalam  

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan 
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desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 

umum idan/atau iperaturan iperundang-undangan iyang ilebih itinggi iserta iharus 

imemperhatikan ikondisi isosial ibudaya imasyarakat idesa isetempat idalam iupaya 

imencapai itujuan ipemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka 

panjang, menengah dan jangka pendek. 

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial 

budaya masyarakat setempat. Peraturan idesa idilarang ibertentangan idengan 

ikepentingan iumum idan/atau iperaturan iperundang-undangan iyang ilebih itinggi. i 

iSecara iteoritis, ipembuatan iproduk ihukum iharus ididasari ioleh ipaling itidak iempat 

idasar ipemikiran i(Adisasmito, i2006:12) iantara ilain i:  

1. Dasar iFilosofis, imerupakan idasar ifilsafat iatau ipandangan ihidup iyang imenjadi 

idasar icita-cita isewaktu imenuangkan ihasrat ikedalam isuatu irancangan/draft 

iperaturan iperundang-undangan isehingga ihukum iyang idibentuk itidak 

ibertentangan idengan inilai-nilai imoral iatau inilai-nilai iadat iyang idijunjung itinggi 

idimasyarakat. iMenurut iSatjipto iRaharjo, iasas ihukum iini ijuga ilazim idisebut 

isebagai idasar/alasan ibagi ilahirnya isuatu iperaturan ihukum iatau imerupakan iratio 

ilegis idari iperaturan ihukum. 

2. Landasan iSosiologis, ibahwa iPeraturan iPerundang-undangan iyang idibuat iharus 

idapat idipahami ioleh imasyarakat idan iharus isesuai idengan ikenyataan ihidup 

imasyarakat iyang ibersangkutan. iAturan ihidup iyang idibuat iharus isesuai idengan 

ikeutuhan, ikeyakinan idan ikesadaran imasyarakat. 
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3. Landasan iYuridis, ibahwa iyang imenjadi ilandasan idalam ipembuatan iperaturan 

iperundang-undangan iadalah iperaturan iatau isederet iperaturan iPerundang-

undangan iyang ilebih itinggi idan idasar ikewenangan iseorang ipejabat iatau ibadan 

imembentuk iPeraturan iPerundang-undangan. i i 

4. Dasar iHukum, iTolak iukur idi iatas idapat imemberikan ijaminan ibahwa irancangan 

iperaturan iperundang-undangan iyang idibuat imerupakan icikal ibakal iperaturan 

iperundang-undangan iyang iditerima ioleh imasyarakat i(acceptable), ipopulis idan 

iefektif. iPopulis, ikarena imengakomodir isebanyak-banyaknya ikeinginan 

ipenduduk idi idaerah. iEfektif, ikarena iperaturan iyang idibuat iitu ioperasional idan 

ijangkauan iperaturannya imencakup isebanyak-banyaknya ikepentingan 

imasyarakat idan isenantiasa isesuai idengan ituntutan iperkembangan izaman 

isehingga isetiap ikebutuhan imasyarakat ipada isetiap iera, imampu idiwadahinya. 

Peraturan idesa iyang iwajib idibentuk iberdasarkan iPeraturan iPemerintah iNo. i72 

itahun i2005 iadalah isebagai iberikut i: i 

1. Peraturan iDesa itentang isusunan iorganisasi idan itata ikerja ipemerintahan idesa 

i(pasal i12 iayat i5). i 

2. Peraturan iDesa itentang iAnggaran iPendapatan idan iBelanja iDesa i(Pasal i73 iayat 

i3). i 

3. Peraturan iDesa iTentang iRencana iPembangunan iJangka iMenengah iDesa 

i(RPJMD) i(pasal i64 iayat i2). 

4. Peraturan idesa itentang ipengelolaan ikeuangan idesa i(pasal i76). 

5. Peraturan idesa itentang ipembentukan iBadan iMilik iUsaha iDesa i i(pasal i78 iayat i2), 

iapabila ipemerintah idesa imembentuk iBUMD. i 
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6. peraturan idesa itentang iPembentukan iBadan iKerjasama i(pasal i82 iayat i2). 

7. Peraturan idesa itentang iLembaga iKemasyarakatan i(pasal i89 iayat i2).  

Selain iperaturan idesa iyang iwajib idibentuk iseperti itersebut idiatas, ipemerintah 

idesa ijuga idapat imembentuk iperaturan idesa iyang imerupakan ipelaksanaan ilebih ilanjut 

idari iperaturan idaerah idan iperundang-undangan ilainya iyang isesuai idengan ikondisi 

isosial ibudaya isetempat, iantara ilain: i 

1. Peraturan idesa itentang ipembentukan ipanitia ipencalonan idan ipemilihan ikepala 

idesa. 

2. Peraturan idesa itentang ipenetapan iyang iberhak imenggunakan ihak iPilih idalam 

ipemilihan ikepala idesa. 

3. Peraturan idesa itentang ipenentuan itanda igambar icalon, ipelaksanaan ikampanye, 

icara i ipemilihan idan ibiaya ipelaksanaan ipemilihan ikepala idesa. 

4. Peraturan idesa itentang ipemberian ipenghargaan ikepada imantan ikepala idesa idan 

iperangkat idesa. 

5. Peraturan idesa itentang ipenetapan i ipengelolaan idan i ipengaturan 

ipelimpahan/pengalihan ifungsi isumber-sumber ipendapatan idan ikekayaan idesa. i 

6. Peraturan idesa itentang ipungutan idesa. 

Selain hal diatas perlu juga diperhatikan bahwa dalam hal pembahasan 

rancangan Peraturan Desa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara 

lisan maupun tertulis (Pasal 57 PP No 72 Tahun 2005) dan Peraturan Desa 

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai 

bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan (Pasal 

58 PP No 72 Tahun 2005). Adapun iRancangan iPeraturan iDesa itentang iAPBDesa 
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iyang itelah idisetujui ibersama isebelum iditetapkan ioleh iKepala iDesa ipaling ilama i3 

i(tiga) ihari idisampaikan ioleh iKepala iDesa ikepada iBupati/Walikota iuntuk idi ievaluasi 

iGuna iuntuk imelaksanakan iPeraturan iDesa, iKepala iDesa imenetapkan iPeraturan 

iKepala iDesa idan/atau iKeputusan iKepala iDesa i(Pasal i59 iayat(1) iPP iNo.72 iThun i2005 

i). 

2.4 Proses legislasi Peraturan Desa 

Secara umum, proses pembuatan Peraturan Desa melalui 3 (tiga) tahapan 

yakni :  

a. Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan)   

Pada itahap iinisiasi iide iatau igagasan idalam ipembuatan iperaturan idesa 

idapat idatang idari idua ibelah ipihak ibaik idari ipemerintah idesa imaupun idari iBPD. 

iApabila iusulan itersebut idatangnya idari iBPD, imaka irancangan itersebut 

idiserahkan ikepada ikepala idesa, ibegitupun ijuga isebaliknya iapabila iusulan 

itersebut idatangnya idari ikepala idesa imaka irancangan iperaturan idesa idiserahkan 

ikepada iBPD artinya  keduanya mempunyai hak untuk mengajukan peraturan 

desa.  

BPD imengadakan irapat iyang idihadiri ioleh iketua-ketua ibidang i(bidang 

ikemasyarakatan iatau ipemerintahan idan ipembangunan) iuntuk imembahas iusulan 

itersebut iapabila idisepakati iperlu iadanya iperaturan idesa isesuai idengan iusulan 

itersebut imaka ihasil irapat i itersebut idijadikan ipra-rancangan iperaturan idesa. 

Usulan  peraturan desa juga dapat dari masukan anggota masyarakat yang 

secara langsung atau lewat BPD kemudian dari BPD lalu dibahas semacam 

kepanitiaan kecil, bila idisetujui ibarulah irapat isecara ilengkap iuntuk imembahas 
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ipantas itidaknya iperaturan idesa isetelah iitu idibuat irancangan iperaturan idesa. 

iSebuah iide iatau igagasan ipembuatan iperaturan idesa iharus idibahas iterlebih idahulu 

imelalui isidang ipleno iguna imenetapkan iapakah iusulan itersebut idisetujui imenjadi 

isebuah irancangan iperaturan idesa iatau itidak.  

Setelah imendapat ipersetujuan idari irapat iBPD ibahwa idari iusulan 

ipembuatan iperaturan idesa imenjadi irancangan iperaturan idesa, imaka isekretaris 

iBPD imembuat irancangan iperaturan idesa iuntuk idiserahkan ikepada ikepala idesa 

idalam ibentuk i itulisan iguna imendapat ipersetujuan iuntuk imenjadi iperaturan idesa. 

iSetelah ikepala idesa imenerima irancangan iperaturan idesa, ikepala idesa 

imengadakan irapat ibersama idengan iperangkatnya iguna imembahas irancangan 

iyang idisampaikan ioleh iBPD. Hasil keputusan rapat tersebut akan dibahas 

dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD, kepala desa dan perangkatnya 

sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa sesuai 

dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang 

desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur 

kewilayahan.  

Berdasarkan iPeraturan iMenteri iDalam iNegeri iNo. i29 iTahun i2006 ipasal 

i10 iayat i1-3, iRancangan iPeraturan iDesa itentang iAnggaran iPendapatan idan 

iBelanja iDesa, ipungutan, idan ipenataan iruang iyang itelah idisetujui ibersama idengan 

iBPD, isebelum iditetapkan ioleh iKepala iDesa ipaling ilama i3 i(tiga) ihari idisampaikan 

ioleh iKepala iDesa ikepada iBupati/Walikota iuntuk idievaluasi. iHasil ievaluasi 

irancangan iPeraturan iDesa isebagaimana idimaksud idiatas idisampaikan ioleh 

iBupati/Walikota ikepada ikepala idesa ipaling ilama i20 i(dua ipuluh) ihari isejak 
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irancangan iperaturan idesa itersebut iditerima. iApabila ibupati/walikota ibelum 

imemberikan ihasil ievaluasi irancangan ianggaran ipendapatan idan ibelanja idesa 

ipaling ilama i20 i(dua ipuluh) ihari isejak irancangan iperaturan idesa itersebut iditerima, 

imaka ikepala idesa idapat imenetapkan irancangan iperaturan idesa itentang ianggaran 

ipendapatan idan ibelanja idesa i(APBDesa) imenjadi iperaturan idesa. Kemudian 

pada pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 dijelaskan 

bahwa evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan 

belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat didelegasikan 

kepada Camat. 

b. Tahap Sosio-Politis (Pembahasan)   

Rancangan peraturan desa yang telah diterima oleh pemerintah desa, 

selanjutnya diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, kepala 

desa serta perangkat desa. Peranan iperangkat idesa itersebut idimaksudkan iuntuk 

imenampung iaspirasi imasyarakat isehingga idalam ipelaksanaannya inanti 

iPeraturan iDesa idapat iditerima. Dalam rapat pembahasan ketua BPD 

memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya 

peraturan desa. Dalam rapat tersebut diadakan tanya jawab berkaitan dengan 

Ranperdes. Pada iwaktu irapat ipembahasan, ipermasalahan iyang iada idalam 

irancangan iperaturan idesa idibahas isatu ipersatu, idibacakan ioleh iketua iBPD, idan 

iyang imenetapkan iperaturan idesa iadalah ikepala idesa.   

Rancangan iperaturan idesa iyang idiajukan ibermula idari isatu ipendapat iatau 

isatu ipandangan idari ipihak iBPD, isetelah idibahas ibertemu idengan ikepala idesa, 

isekretaris idesa idan iperangkat idesa ilainnya isehingga imenghasilkan ikesepakatan 
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ibersama, imaka iperaturan idesa iyang idiajukan iselalu imengalami iperubahan iyang 

ibertujuan iuntuk imenyempurnakan iisi idan imateri iperaturan idesa, isehingga 

iperaturan idesa iyang idihasilkan idapat imemenuhi iaspirasi imasyarakat idan 

imenyangkut ikepentingan iumum. iSetelah idiadakan ipembahasan iyang imendalam 

imaka idapat idiambil isebuah ikeputusan idapat iditerima iatau itidaknya irancangan 

itersebut imenjadi isebuah iperaturan idesa. iPengambilan ikeputusan itentang 

iperaturan idesa ibiasanya idilakukan idengan icara imusyawarah iuntuk imufakat. 

Namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.   

c. Tahap Yuridis (Pengesahan dan Penetapan) 

Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak 

untuk dijadikan peraturan desa maka langkah selanjutnya adalah kepala desa 

bersama BPD menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi sebuah 

peraturan desa sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 

2005 tentang desa. Namun isebelumnya, irancangan iperaturan idesa iyang itelah 

idisetujui ibersama ikepala idesa idan iBPD itersebut idisampaikan ioleh ipimpinan 

iBPD ikepada ikepala idesa, ipenyampaian irancangan iperaturan idesa idilakukan 

idalam ijangka iwaktu ipaling ilambat i7 i(tujuh) ihari iterhitung isejak itanggal 

ipersetujuan ibersama i(Peraturan iMenteri iDalam iNegeri iNo. i29 iTahun i2006 ipasal 

i12 iayat i1 i& i2).  

 

 

 

 



xxix 
 

 

 

2.5. Kerangka Pemikiran   
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BAB III 

METODE PENELTIAN 

3.1.Objek dan Waktu Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, 

maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Fungsi Legislasi Badan 

Permusyawaratan Desa. Lokasi Penelitian ini bertempat di Di Desa Taluduyunu 

Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato dan direncanakan selama kurang lebih 

3 bulan. 

3.2. Desain Penelitian 

Desain ipenelitian iyang idigunakan iadalah ipenelitian ideskriptif iyaitu 

idimaksudkan iuntuk ieksplorasi idan iklarifikasi imengenai isuatu ifenomena iatau 

ikenyataan isosial, idengan ijalan imendeskripsikan isejumlah ivariabel iyang iberkenaan 

idengan imasalah idan iunit iyang iditeliti. iPenelitian iini ibertujuan iuntuk imemberikan 

igambaran itentang ipelaksanaan ifungsi iLegislasi iBadan iPermusyawaratan iDesa 

iTaluduyunu iKecamatan iBuntulia iKabupaten iPohuwato. Dasar ipenelitian iadalah 

iDasar ipenelitian iadalah istudi ikasus i(case istudy) iyaitu iSuatu istudi iyang ibersifat 

ikomprehensif, iintens, irinci idan imendalam iserta ilebih idiarahkan isebagai iupaya 

imenelaah imasalah-masalah iatau ifenomena iyang ibersifat ikontemporer, ikekinian 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Untuk lebih mengarahkan penelitian maka perlu mengembangkan definisi 

operasional sebagai berikut : 
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a. Badan ipermusyawaratan idesa iialah iperwujudan idemokrasi idalam 

ipenyelenggaraan ipemerintahan idi idesa iyang imemiliki ifungsi idalam 

imerumuskan idan imenetapkan iperaturan idesa ibersama ikepala idesa. i 

b. Peraturan iDesa iialah iproduk ihukum itingkat idesa iyang iditetapkan ioleh ikepala 

idesa ibersama ibadan ipermusyawaratan idesa idalam irangka ipenyelenggaraan 

ipemerintahan idesa. 

c. Secara iumum, iproses ipembuatan iPeraturan iDesa imelalui i3 i(tiga) itahapan iyakni : 

1) Tahap iinisiasi i(Perumusan idan iPengusulan) imeliputi i: 

 Usulan ibisa iberasal idari iBPD iataupun ikepala idesa. iJika iusulan idari 

iBPD imaka idiserahkan ikepada ikepala idesa iatau iJika iusulan idari ikepala 

idesa idiserahkan ike iBPD. 

 Jika ipengusulan iberasal idari ikepala idesa imaka isebelum imengajukan 

iusulan ikepala idesa ibersama ijajarannya imelakukan irapat iuntuk 

imerumuskan iusulan itersebut. 

 Jika ipengusulan iberasal idari iBPD imaka iBPD imengadakan irapat iyang 

idihadiri ioleh iketua-ketua ibidang i(bidang ikemasyarakatan iatau 

ipemerintahan idan ipembangunan) iuntuk imembahas iusulan itersebut 

iapabila idisepakati iperlu iadanya iperaturan idesa isesuai idengan iusulan 

itersebut imaka ihasil irapat itersebut idijadikan ipra-rancangan iperaturan 

idesa. iKemudian iBPD imengadakan isidang ipleno iguna imenetapkan 

iapakah iusulan itersebut idisetujui imenjadi isebuah irancangan iperaturan 

idesa iatau itidak. iJika iusulan itersebut idisetujui imaka iBPD imelalui 
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isekretaris iBPD imenyerahkan irancangan iperaturan idesa ikepada ikepala 

idesa idalam ibentuk itulisan. 

 Rancangan iperaturan idesa iyang itelah iditerima ioleh ipemerintah idesa 

idari iBPD idibahas idalam irapat ibersama iantara ikepala idesa idengan 

iperangkatnya. 

2) Tahap sosio-politis (Pembahasan) meliputi : 

 Rancangan iperaturan idesa iyang itelah iditerima ioleh ipemerintah idesa 

iselanjutnya idiadakan ipembahasan idalam irapat igabungan iantara iBPD, 

ikepala idesa idan iperangkat idesa. 

 Dalam irapat ipembahasan, iketua iBPD imemberikan ipenjelasan 

imengenai ilatar ibelakang idan itujuan idibuatnya iperaturan idesa. iDalam 

irapat itersebut idiadakan itanya ijawab iberkaitan idengan iRanperdes. 

 Setelah idiadakan ipembahasan iyang imendalam imaka idapat idiambil 

isebuah ikeputusan idapat iditerima iatau itidaknya irancangan itersebut 

imenjadi isebuah iperaturan idesa. iPengambilan ikeputusan itentang 

iperaturan idesa ibiasanya idilakukan idengan icara imusyawarah imufakat, 

inamun itidak imenutup ikemungkinan idiadakan ivoting. 

 Rancangan iPeraturan iDesa itentang iAnggaran iPendapatan idan iBelanja 

iDesa, ipungutan, idan ipenataan iruang iyang itelah idisetujui ibersama 

idengan iBPD, isebelum iditetapkan ioleh iKepala iDesa ipaling ilama i3 i(tiga) 

ihari idisampaikan ioleh iKepala iDesa ikepada iBupati/Walikota iuntuk 

idievaluasi. 
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 Hasil ievaluasi irancangan iPeraturan iDesa isebagaimana idimaksud idiatas 

idisampaikan ioleh iBupati/Walikota ikepada ikepala idesa ipaling ilama i20 

i(dua ipuluh) ihari isejak irancangan iperaturan idesa itersebut iditerima. 

iApabila ibupati/walikota ibelum imemberikan ihasil ievaluasi irancangan 

ianggaran ipendapatan idan ibelanja idesa ipaling ilama i20 i(dua ipuluh) ihari 

isejak irancangan iperaturan idesa itersebut iditerima, imaka ikepala idesa 

idapat imenetapkan irancangan iperaturan idesa itersebut imenjadi iperaturan 

idesa. i 

 Evaluasi irancangan iperaturan idesa itentang ianggaran ipendapatan idan 

ibelanja idesa idapat ididelegasikan ikepada iCamat.  

3) Tahap yuridis (Penetapan/Pengesahan) meliputi : 

Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh kepala 

desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada 

kepala desa, penyampaian irancangan iperaturan idesa idilakukan idalam 

ijangka iwaktu ipaling ilambat i7 i(tujuh) ihari iterhitung isejak itanggal 

ipersetujuan ibersama 

 BPD ibersama ikepala idesa imenetapkan irancangan iperaturan idesa 

itersebut imenjadi isebuah iperaturan idesa. 

 Setelah iditetapkan imenjadi iperaturan idesa, ikepala idesa imemerintahkan 

isekretaris idesa iuntuk imengundangkannya idalam ilembaran idesa. 

d. Peran BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang terdapat dalam 3 (tiga) 

tahapan pembuatan perdes antara lain : 

1) Tahap iinisiasi i(Pengusulan idan iPerumusan) imeliputi i: 
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 BPD idapat imemberi iusulan iuntuk idibahas imenjadi ipra-rancangan 

iperaturan idesa. i 

 Sebelum iBPD imengajukan iusulan, iBPD imengadakan irapat iyang 

idihadiri ioleh iketua-ketua ibidang i(bidang ikemasyarakatan iatau 

ipemerintahan idan ipembangunan) iuntuk imembahas iusulan itersebut. 

iApabila idisepakati iperlu iadanya iperaturan idesa isesuai idengan idengan 

iusulan itersebut imaka ihasil irapat itersebut idijadikan ipra-rancangan 

iperaturan idesa. iKemudian iBPD imengadakan isidang ipleno iguna 

imenetapkan iapakah iusulan itersebut idisetujui imenjadi isebuah 

irancangan iperaturan idesa iatau itidak. 

  iJika iusulan iberasal idari iBPD imaka iBPD imengundang ipemerintah idesa 

iuntuk imelakukan ipembahasan. 

 BPD imelalui isekretaris iBPD imenyerahkan irancangan iperaturan idesa 

ikepada ikepala idesa idalam ibentuk itulisan. 

2) Tahap sosio-politis (Pembahasan) meliputi : 

 Rancangan iperaturan idesa iyang itelah iditerima ioleh ipemerintah idesa 

iselanjutnya idiadakan ipembahasan idalam irapat igabungan iantara iBPD, 

ikepala idesa idan iperangkat idesa. 

 Dalam irapat ipembahasan, iketua iBPD imemberikan ipenjelasan 

imengenai ilatar ibelakang idan itujuan idibuatnya iperaturan idesa. iDalam 

irapat itersebut idiadakan itanya ijawab iberkaitan idengan iRanperdes. 

 Setelah idiadakan ipembahasan iyang imendalam imaka idapat idiambil 

isebuah ikeputusan idapat iditerima iatau itidaknya irancangan itersebut 
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imenjadi isebuah iperaturan idesa. iPengambilan ikeputusan itentang 

iperaturan idesa ibiasanya idilakukan idengan icara imusyawarah imufakat, 

inamun itidak imenutup ikemungkinan idiadakan ivoting.  

3) Tahap yuridis (Penetapan/Pengesahan) meliputi : 

 Rancangan iperaturan idesa iyang itelah idisetujui ibersama ikepala idesa idan 

iBPD itersebut idisampaikan ioleh ipimpinan iBPD ikepada ikepala idesa. 

ipenyampaian irancangan iperaturan idesa idilakukan idalam ijangka iwaktu 

ipaling ilambat i7 i(tujuh) ihari iterhitung isejak itanggal ipersetujuan 

ibersama 

 BPD ibersama ikepala idesa imenetapkan irancangan iperaturan idesa 

itersebut imenjadi isebuah iperaturan idesa.  

3.4. Populasi Dan Sampel 

Mengingat ifokus idari ipenelitian iini iadalah iFungsi iLegislasi iBPD iDi iDesa 

iTaluduyunu iKecamatan iBuntulia iKabupaten iPohuwato, imaka iyang imenjadi 

iPopulasi idalam ipenelitian iini iadalah, iBPD idan itokoh imasyarakat iyang iberada idi 

iDesa iTaluduyunu, iKecamatan iBuntulia iKabupaten iPohuwato. 

Sedangkan isampel idalam ipenelitian iini imenggunakan iPurposive iSampling 

iyakni isampel iberdasarkan ipertimbangan ipeniliti. iYaitu, idengan ipertimbangan 

ibahwa iresponden iatau iinforman iyang idipilih idianggap ibanyak imengetahui idan 

iberkompeten iterhadap imasalah iyang iakan iditeliti. iAdapun iinforman iyang idigunakan 

idalam ipenelitian iini iadalah i:  

1. Ketua BPD    1 orang 

2. Sekretaris BPD    1 orang 
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3. Anggota BPD   3 orang 

4. Kepala Desa Taluduyunu  1 orang 

5. Sekretaris Desa    1 orang 

6. Tokoh masyarakat   3 orang 

Total    10 orang 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Yaitu idata iyang idiperoleh ilangsung idari iInforman, ibaik imelalui iwawancara iyang 

iberisi ipertanyaan-pertanyaan itentang ipelaksanaan ifungsi ilegislasi iBPD isetempat 

imaupun imelalui iobservasi iyang ierat ikaitannya idengan iobjek ipenelitian. 

b. Data sekunder 

Yaitu idata iyang idiperoleh idengan imembaca ibuku iliteratur-literatur, idokumen, 

imajalah idan icatatan iperkuliahan iyang iada ihubungannya idengan imasalah iyang 

iditeliti. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Wawancara i 

Yaitu imengadakan itanya ijawab ilangsung ikepada isejumlah iinforman 

iuntuk imemperoleh iinformasi idan igagasan iyang iberkaitan ierat idengan ipenelitian 

iini. 

b. Observasi 

Yaitu idengan imelakukan ipengamatan ilangsung iyang iada idi ilapangan 

iyang ierat ikaitannya idengan iobjek ipenelitian. 
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c. Studi ipustaka i(library iresearch) 

Yaitu idengan imembaca ibuku, imajalah, isurat ikabar, idokumen-dokumen, 

iperaturan iperundang-undangan idan imedia iinformasi ilain iyang iada 

ihubungannya idengan imasalah iyang iditeliti. 

d. Dokumentasi 

Teknik iini ibertujuan imelengkapi iteknik iwawancara idan iobservasi,  

3.7. Analisis Data 

Analisis idata iadalah iproses imengorganisasikan idan imengurutkan idata ike 

ipola, ikategori, idan isatuan iurutan idasar isehingga idapat iditemukan idan idapat 

idiluruskan ihipotesis ikerja iseperti iyang idisarankan ioleh idata i(Moleong, i2003:103). 

Analisis idata ikualitatif iterdiri idari ialur ikegiatan iyang iterjadi isecara 

ibersamaan iyaitu i: iReduksi iData, ipenyajian idata, idan iverifikasi. i 

1. Pengumpulan iData i 

Pengumpulan idata imerupakan ibagian iyang isangat ipenting idalam ikegiatan 

ipenelitian. iPada iawal ipengumpulan idata ipenelitian isudah iharus imengerti iapa iarti 

idan ihal-hal iyang iia ijumpai idengan imelakukan ipencatatan iperaturan-peraturan, 

ipola-pola, ikonfigurasi iyang imungkin, ialur isebab iakibat, idan iproposisi. 

2. Reduksi iData 

Mereduksi iberarti imerangkum, imemilih ihak-hak ipokok, imemfokuskan ipada ihal-

hal iyang ipenting, idicari itema idan ipolanya, idengan idemikian idata isudah idireduksi 

iakan imemberikan igambaran iyang ilebih ijelas idan imemudahkan ipeneliti iuntuk 

imelakukan ipengumpulan idata iselanjutnya, idan imencarinya ijika idiperlukan. 

3. Penyajian idata 
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Setelah idata idireduksi, ilangkah iselanjutnya iadalah imendisplaykan idata, 

ipenyajian idata idapat idilakukan idalam ibentuk iuraian isingkat, ibagan, ihubungan 

iantar ikategori idan iselanjutnya, iyang ipaling isering idigunakan iuntuk imenyajikan 

idata idalam ipenelitian. 

4. Penarikan ikesimpulan/Verifikasi 

Langkah iketiga idalam imengalisis idata ikualitatif imenurut iMiles idan iHuberman 

iadalah ipenarikan ikesimpulan idari iverifikasi. iKesimpulan iyang idikemukakan 

imasih ibersifat isementara idan iakan iberubah ibila itidak iditemukan ibukti-bukti iyang 

ikuat iyang imendukung ipada itahap iawal, ididukung ioleh ibukti-bukti iyang ivalid idan 

ikonsisten isaat ipeneliti ikembali ikelapangan imengumpulkan idata, imaka 

ikesimpulan iyang idikemukakan imerupakan ikesimpulan iyang ikredibel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Taluduyunu 

Desa Taluduyunu adalah sebuah Desa yang terletak disebelah Utara 

Kecamatan Marisa yang berdiri sejak Tahun 1774 yang silam. Saat ini usia Desa 

Taluduyunu sekitar 245 tahun.  

Nama Desa Taluduyunu di ejahwantah dari sebuah tanaman yang hidup di 

sepanjang sungai, tanaman ini menurut kepercayaan dan pengakuan masyarakat 

hanya hidup dengan populasi besar di sepanjang sungai taluduyunu dan di tempat 

lain jarang dan tidak di temukan jenis tanaman tersebut, bahkan uniknya jika buah 

dari tanaman ini jatuh ke sungai maka warna air sungai akan berubah seketika dan 

memancarkan sebuah warna yang indah di pandang oleh mata. Tanaman ini oleh 

masyarakat setempat di sebut pohon duyunu.  

Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat setempat memberikan nama 

dari wilayah ini dengan sebutan Desa Taluduyunu. secara harfiah Desa 

Taluduyunu terdiri dari dua kata yakni TALU adalah singkatan dari TALUHU 

(air) dan DUYUNU adalah sebuah tanaman yang telah di jelaskan diatas. Desa 

Taluduyunu memiliki 4 dusun yang terdiri dari Dusun Kabibile, Dusun Wawohu, 

Dusun Motoduto, dan Dusun Hutino. 

Desa Taluduyunu telah mengalami proses pergantian kepemimpinan sejak 

tahun 1839 sampai dengan tahun 2018 dengan susunan Kepala Desa sebagai 

berikut : 
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No Periode Nama Kepala Desa Lama Menjabat 

1. 1839/1900 Supu Saleh 61 Tahun 

2. 1900/1918 Samaun Giasi 18 Tahun 

3. 1918/1926 K.C Haras 8 Tahun 

4. 1926/1947 Ilohe Nihe 21 Tahun 

5. 1947/1948 Ibrahim Ambo 1 Tahun 

6. 1948/1964 N.P Gau 16 Tahun 

7. 1964/1973 Bagoi Bangga 9 Tahun 

8. 1973 Samiun Tantu 6 Bulan 

9. 1973/1977 Aldin Ali 4 Tahun 

10. 1977/1980 Nggilu R. Tane 3 Tahun 

11. 1980/1984 Ali S. Tantu 4 Tahun 

12. 1984/1987 Yunus Abdullah 3 Tahun 

13. 1987/1998 Tahir Pakaya 11 Tahun 

14. 1998/2006 Husin Potutu 8 Tahun 

15. 2006/2012 Rasyid Pongoliu 6 Tahun 

16. 2012/2018 Sukiman M. Bagu 6 Tahun 

17. 2018/2024 Abdul Hamid Sukoli Sedang Menjabat 

 

1) Luas dan batas wilayah administrasi 

Adapun luas desa taluduyunu ± 1400 Ha dengan batas wilayah sebagai 

berikut : 

- Sebelah utara berbatasan dengan taluduyunu utara kec. Buntulia 

- Sebelah timur berbatasan dengan desa bulangita dan desa botubilotahu kec. 

Marisa 

- Sebelah selatan berbatasan dengan desa buntulia utara kec. buntulia  

- Sebelah barat berbatasan dengan desa balayo kec patilanggio 

2) Letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari: 

a) Posisi geostrategis 

Desa Taluduyunu secara geografis terletak antara ............... Lintang Utara 

dan .................. Bujur Timur.   Desa Taluduyunu secara geomorfologis 
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merupakan wilayah tiga dimensi, yakni dataran, perbukitan/pegunungan 

dan perairan (Sungai dan rawa).   

b) Kondisi/kawasan 

Kondisi atau kawasan Desa Taluduyunu dapat dipilah dalam beberapa 

kategori yakni sebagai berikut : 

(1) Terpencil 

Desa Taluduyunu memiliki satu dusun terpencil yaitu dusun hutino, 

yang di belah oleh sungai dan terpisah dari daratannya dengan dusun 

lainnya.  

(2) Pegunungan 

Desa Taluduyunu sebagian besar  terdiri dari wilayah 

pegunungan/bukit yang di manfaatkan oleh masyarakat menjadi lahan 

perkebunan. 

3) Hidrologi, antara lain terdiri dari: 

a) Daerah Aliran Sungai 

Desa Taluduyunu merupakan daerah aliran sungai terbesar setelah daerah 

aliran sungai randangan. Das Taluduyunu adalah muara dari dua daerah 

aliran sungai besar di daerah hulu yakni das botudulanga dan das alamotu. 

b) Sungai, danau dan rawa 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Desa Taluduyunu merupakan daerah 

aliran sungai. Selain itu juga memiliki danau salinggone dan rawa 

matolohutino. 

b. Potensi pengembangan wilayah  
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Sesuai dengan karakteristik potensi Desa Taluduyunu, maka dapat di 

kembangkan pada sektor sebagaimana di gambarkan pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel potensi Desa Taluduyunu Tahun 2019 

No Uraian Desa 

Taluduyunu 

Dusun 

Kabibile 

Dusun  

Wawohu 

Dusun 

Motoduto 

Dusun 

Hutino 

1 Potensi perikanan air 

tawar (Hektar) 

89 Ha 39 Ha 24 Ha 24 Ha 2 Ha 

2 Potensi tanaman kakao 10 Ha 3 Ha 2 Ha 4 Ha 1 Ha 

3 Potensi tanaman  

jagung  

267 Ha     

4 Potensi tanaman kelapa 

dalam 

400 Ha     

5 Potensi tanaman padi  89 Ha 39 Ha 24 Ha 24 Ha 2 Ha 

6 Potensi tanaman 

hortikultura 

267 Ha     

7 Potensi parawisata 5 Ha 3 Ha   2 Ha 

8 Potensi pertambangan 

pasir dan batuan  

100 Ha 50 Ha 24 Ha 23 Ha 3 Ha 

 

c. Wilayah rawan bencana  

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang 

berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, 

kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain. Penyajian data  

mengacu pada tabel berikut : 

Tabel bencana alam Taluduyunu 2018 

No Uraian Desa 

Taluduyunu 

Dusun 

Kabibile 

Dusun  

Wawohu 

Dusun 

Motoduto 

Dusun 

Hutino 

1 Wilayah rawan 

banjir (Hektar) 

12 Ha 7 Ha 2 Ha - 3 Ha 

2 Erosi (km) 2 Km 1 Km - - 1 Km 
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d. Demografi 

Adapun deskripsi demografi desa taluduyunu dapat di gambarkan pada tabel 

berikut ini ; 

4.1.2. Visi dan Misi Desa Taluduyunu 

Sesuai dengan proses kajian dan pendalaman tim perumus melalui 

kegiatan pengkajian keadaan desa dan penyelarasan dengan visi misi yang 

tertuang di dalam RPJMDes, maka visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 

Pemerintah Desa Taluduyunu  periode 2018-2024 adalah sebagai berikut : 

1. Visi Desa Taluduyunu 

Visi desa taluduyunu adalah VISI TERWUJUDNYA DESA 

TALUDUYUNU MAJU DAN UNGGUL BERDASARKAN KEARIFAN 

LOKAL  

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut : 

 TALUDUYUNU MAJU adalah sebuah cita-cita besar bagaimana memajukan 

desa Taluduyunu dari aspek ekonomi, kesehatan masyarakat, sosial budaya, 

infrastruktur, ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta pengelolaan pemerintahan 

desa yang baik dan bersih melalui pendekatan penyempurnaan reformasi 

birokrasi desa. 

 TALUDUYUNU UNGGUL adalah sebuah harapan yang berorientasi  pada 

pembangunan SDM baik secara spritual, emosianal, intelektual sehingga akan 

mewujudkan masyarakat yang kompetetif, inovatif yang di dasari dengan iman 

dan taqwa. 

2. Misi Desa Taluduyunu 
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Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 5 misi yakni : 

1. Meningkatkan kegiatan keagamaan dan kebudayaan dalam    mewujudkan 

sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. 

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi local dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan potensi sumber daya alam. 

4. Menyiapkan infrastruktur dasar secara berkelanjutan. 

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean 

governance). 

4.1.3. Struktur Pemerintah Desa dan BPD Desa Taluduyunu 

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari telah dibentuk struktur organisasi 

pemerintah Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, hal ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab. Adapun Struktur pemerintah Desa selengkapnya digambarkan  

sebagai berikut: 

Adapun struktur organisasi pemerintah desa terdiri dari :  

Kepala Desa    : Abdul Hamid Sukoli, SE.I 

Sekertaris Desa   : Titin Tantu, SE 

Bendahara     : Nurain Pikoli, SE 

Kaur Umum Dan Perencanaan  : Olha Tantu, Amd,Pus 

Kasie Pemerintahan    : Rahmat Saleh, S.Pd.I 

Kasie Kesejahteraan & Pelayanan : Ramdan Tantu, S.IP 

Kadus Kabibile   : Iwan Bangga 
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Kadus Wawohu   : Udin Mustafa 

Kadus Motoduto   : Nangkir Giasi, SE 

Kadus Hutino    : Helpin Tantu 

 

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Perintahan Desa Taluduyunu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
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Sumber : Profil Desa Taluduyunu 2020 

 

4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Taluduyunu 

1. Kepala Desa 

Tugas : 

 Pemerintah iDesa ibertugas imelaksanakan ipenyelenggaraan iurusan 

ipemerintah, ipembangunan idan ikemasyarakatan idalam irangka imenyelenggarakan 

iurusan ipemerintah iumum ipemerintah idaerah idiwilayahnya. iAdapun itugas ipokok 

iKepala iDesa iadalah isebagai iberikut i: 

 Memimpin idan imenyelenggarakan iPemerintah iDesa iberdasarkan ikebijakan iyang 

iditetapkan ibersama ioleh iBPD. 

 Membina ikehidupan imasyarakat iDesa. 

 Membina iperekonomian iDesa. 

 Memelihara iketentraman idan iketertiban imasyarakat iDesa. 

 Mendamaikan iperselisihan imasyarakat idi iDesa.. 

 Mewakili iDesanya ididalam idan idiluar ipengadilan idan idapat imenunjuk ikuasa 

ihukumnya. 

Fungsi i: 

 Melakukan ikoordinasin iterhadap ijalannya ipemerintah iDesa ipelaksanaan idan 

ipembinan ikemasyarakatan. 
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 Melakukan iusaha idalam irangka imeningkatkan ipartisipasi iatau iswadaya 

imasyarakat iuntuk imeningkatkan ikesejahteraan. 

 Melakukan ikegiatan idalam irangka ipembinaan iketentraman idan iketertiban 

imasyarakat. 

 Melakukan ifungsi-fungsi iyang idilimpahkan ikepada ipemerintah iDesa. 

2.  iSekretaris iDesa 

Tugas i: 

 Membantu iKepala iDesa idibidang ipembinaan iAdministrasi idan imemberikan 

ipelayanan iteknis ipemerintah iDesa. 

Fungsi  i: 

 Melakukan ikoordinasi iterhadap ikegiatan iyang idilakukan ioleh ipemerintah idesa 

 Melakukan ipengumpulan idan imengevaluasi idata iperumusan iprogram iserta 

ipetunjuk iuntuk ikeperluan ipembinaan ipenyelenggaraan itugas iumum iPemerintah 

iDesa, ipembangunan idan ipeningkatan ikesejahteraan irakyat. 

 Melakukan ipemantauan iterhadap ikegiatan ipenyelenggaraan itugas iumum 

ipemerintah, ipembangunan idan ipeningkatan ikesejahteraan irakyat. 

 Melakukan iperencanaan idan imengelola ikeuangan iDesa. 

 Melakukan ikegiatan iAdministrasi ikepegawaian. 

 Memberikan ipelayanan ikepada imasyarakat idibidang ipemerintahan idan 

ikesejahteraan. 

 Melakukan iurusan isurat-menyurat, ikearsipan, irumah itangga, iperlengkapan idan 

imenyusun ilaporan iserta imemberikan ipelayanan iteknis iadministratif ikepada 

iseluruh iperangkat iDesa. 
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3. iKepala iUrusan iPemerintahan 

Tugas idan iFungsi i: 

 Mengumpulkan, imengelolah, imengevaluasi idata idi ibidang ipemerintahan, 

iketentraman, iketertiban idalan irangka ipembinaan iwilayah idan imasyarakat 

 Melakukan ipelayanan ikepada imasyarakat idibidang ipemerintahan, iketentraman 

idan iketertiban. 

 Membantu ipelaksanaan itugas-tugas idibidang ikeagrarian isesuai iperaturan 

iperundang-undagan iyang iberlaku. 

 Melakukan ipembinaan iketentraman idan iketertiban imasyarakat imelalui ikesatuan 

ipertahanan isipil idan iwarga iyang iada idi idesa 

 Membantu ipenyelenggaran ikegiatan iadminisstrasi ipertahanan isipil idan iwarga 

ididesa. 

 Membantu ipelaksanaan ipengawasan iterhadap ipenyaluran ibantuan ikepada 

imasyarakat iserta imelakukan ikegiatan ipengamana iakibat ibencana ialam idan 

ibencana ilannya. 

 Menginventarisil idan imengelolah iserta imerencanakan isumber-sumber 

ipendapatan ihasil idesa. 

 Membantu imengusahakan ikegiatan iyang iberkaitan idengan ipembinaan 

ikerukunan iwarga. 

 Mengumpulkan ibahan idan imenyusun ilaporan idibidang 

ipemerintahan,ketentraman idan iketertiban. 

 Melaksanakan iadministrasi ikependudukan,mencatat ikegiatan imonografi idesa. 

 Mencatat ikegiatan ipolitik i 
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 Melaksanakan itugas ilainnya iyang idiberikan ioleh ikepala idesa 

4. iKepala iUrusan iPembagunan 

Tugas idan iFungsi i: 

 Mengumpulkan, imengelolah, imengevaluasi idata idibidang iperekonomian, 

ipembagunan idan ikesejahteraan irakyat. 

 Melakukan ipembinaan iterhadap iperkoperasian,ppengusaha iekonomi ilemah idan 

ikegiatan iperekonomian ilainnya idalam irangka ipenigkatan ikehidupan 

iperekonomian imasyarakat 

 Melakukan ipembinaan idalam i ikeagamaan,kesehatan,keluarga iberencana idan 

ipendidikan imasyarakat. 

 Melakukan ikegiatan idalam irangka imeningkatkan iswadaya idan ipartisipasi 

imasyarakat idalam ipenigkatan iperekonomin idan ipelaks ianaan ipembagunan. 

 Membantu ipembinaan ikoordinasi ipelaksanaan ipembagunan iserta imenjaga 

isarana idan iprasarana ifisik idilingkungan idesa. 

 Melakukan ikegiatan-kegiatan iadministrasi iperekonomian idan ipembangunan idi 

idesa. 

 Membantu imengumpulkan idan imenyalurkan idana ibantuan iterhadap ikorban 

ibencana ialam iserta ibencana ilainnya. 

 Melaksanakan iperencanaan idan ipencatatan idalam ipembuatan idaftar iusulan 

irencana ipembagunan 

 Melaksanakan itugas ilainnya. 

5. iKepala iUrusan iUmum i 

Tugas idan iFungsi i: 
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 Melakukan ikegiatan iurusan iperlengkapan idan iinventaris ikekayaan i iDesa. 

 Melakukan ikegiatan iurusan iRumah iTangga. 

 Mengatur ipenyelenggaraan irapat-rapat idinas idan iupacara.  

 Melaksanakan itugas-tugas ilain iyang idiberikan ioleh iKepala iDesa. 

6. iKepala iDusun 

Tugas idan iFungsi i: 

 Membantu ipelaksanaan itugas ikepala idesa iwilayah ikerjanya. 

 Melakukan ipembinaan idalam irangka imeningkatkan iswadaya idan igotong 

iroyong imasyarakat. 

 Melakukan ikegiatan ipenerangan itentang iprogram ipemerintah ikepada 

imasyarakat. 

 Membantu ikepala idesa idalam ipembinaan idiwilayah ikerjanya. 

 Melaksanakan itugas-tugas ilain iyang idiberikan ioleh ikepala idesa 

7. iBendahara iDesa 

Tugas idan iFungsi i: 

 Menerima, iMenyimpan, iMembayar idan iMempertanggung iJawabkan iKeuangan 

iDesa 

 Mengumpulkan ibahan idan imenyusun ilaporan idi ibidang ikeuangan iDesa 

 Menata iAdministrasi ikeuangan iDesa iPersatuan 

8. Operator iKomputer iDesa 

Tugas idan iFungsi i: 

 Memasang, idan iMengeporasikan ikomputer 

 Mengentrol ikomputer iuntuk imemproses idata 
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 Mengetik isemua idata idesa 

9. iLarangan iBagi iKepala iDesa iDan iAparat 

 Menjadi ipengurus ipartai ipolitik. 

 Merangkap ijabatan isebagai ipimpinan idan iatau ianggota iBPD idan ilembaga 

ikemasyarakatan idi idesa ibersangkutan idan idesa ilain. 

 Merangkap ijabatan isebagai ianggota iDPRD 

 Terlibat idalam ikampanye ipemilihan iumum, ipemilhan iPresiden idan ipemilihan 

iKepala iDaerah. 

 Merugikan ikepentingan iumum, imeresahkan isekelompok imasyarakat idan 

imendiskriminasikan iwarga iatau igolongan imasyarakat ilainnya. 

 Melakukan ikorupsi, ikolusi, inepotisme iserta imenerima iuang, ibarang iatau ijasa 

idari ipihak ilain iyang idapat imempengaruhi ikeputusan iatau itindakan iyang iakan 

idilakukannya. 

 Menyalahgunakan itugas, ifungsi, idan iwewenang. 

 Melanggar isumpah iatau ijanji. 

10. iUrusan iPemerintahan iYang iMenjadi iKewenangan iDesa 

 Urusan itingkat ipemerintahan iyang isudah iada iberdasarkan ihak iasal-usul idesa. 

iMisalnya, imengangkat iketua iRW idan iRT. 

 Urusan itingkat ipemerintahan iyang imenjadi ikewenangan ikabupaten/kota, itetapi 

iurusan itersebut idiserahkan ipengaturannya ike idesa. iMisalnya, imembuat iKartu 

iTanda iPenduduk i(KTP) idan iKartu iKeluarga i(KK). 
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 Tugas ipembantuan idari ipemerintah ipusat, ipemerintah iprovinsi, idan iatau 

ipemerintah ikabupaten/kota. iMisalnya, imembantu imengumpulkan iPajak iBumi 

idan iBangunan i(PBB) idari imasyarakat idesa. 

 Urusan ipemerintahan ilainnya, iyang ioleh iperaturan iperundang-undangan 

idiserahkan ike idesa. iMisalnya, ipembentukan iBadan iPermusyawaratan iDesa 

i(BPD) idan iLKMD. i 

 Pemerintahan idesa iberperan ibagi ikehidupan imasyarakat idi idesa. i iDesa 

imerupakan ikesatuan imasyarakat iyang imemiliki ibatas- ibatas iwilayah iyang 

iberwenang iuntuk imengatur idan imengurus ikepentingan imasyarakat isetempat. 

4.1.5. Tugas idan iFungsi iBPD 

Tugas idan ifungsi iBPD isebagai iberikut: 

1. Badan ipermusyawaratan idesa imempunyai itugas iuntuk imenyalurkan iaspirasi 

imasyarakat iDesa idengan imemusyawarakan isetiap irencana iyang idi iajukan ioleh 

ikepala iDesa i 

2. Fungsi iBPD iadalah 

a) Mengayomi iserta imenjaga ikelestarian iAdat iistiadat iyang ihidup idan 

iberkembang idi iDesa iyang ibersangkutan isepanjang imenunju ikelangsungan 

ipembangunan. 

b) Legislasi iyaitu imerumuskan idan imenetapkan iperaturan iDesa iBersama-sama 

iperintah iDesa. 

c) Pengawaasan iyang imeliputi ipengawasan iterhadap ipelaksanaan iperaturan iDesa 

iserta ikeputusan i iKepala iDesa idan 
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d) Menampung iaspirasi imasyarakat iyaitu imenangani idan imenyalirkan iaspirasi 

iyang idi iterima idari imasyarakat ikepada ipejabat iatau iinstansi iyang iberwenang.  

4.2. Uraian Hasil Penelitian 

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 pengganti peraturan pemerintah 

No. 43 Tahun 2014 5 menegaskan bahwa ada beberapa peraturan desa yang wajib 

dibentuk atau dibuat oleh pemerintah desa di Indonesia, salah satunya yakni 

Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJMD 

(pasal 64 ayat 2). Berdasarkan iperaturan iperundang-undangan itersebut iKepala iDesa 

idan iBPD iDesa iTaluduyunu isecara ibersama-sama imembuat iPeraturan iDesa 

iTaluduyunu iNo. i1 itahun i2016 itentang iRencana iPembangunan iJangka iMenengah 

iDesa i(RPJMDesa) itahun i2016-2022. iPeraturan idesa itersebut imerupakan ipedoman 

isekaligus ilandasan idalam ipembuatan iRencana iPembangunan iJangka iMenengah 

iDesa i(RPJMDesa) itahun i2012-2016. iDalam ipembuatannya, iperaturan idesa itersebut 

itelah imelewati iproses iyang ipanjang ihingga idapat imenjadi isebuah iperaturan iyang 

idapat idiberlakukan idi iDesa iTaluduyunu. 

Sesuai iyang idikemukakan ipada ibab isebelumnya, idalam iproses ipembuatan 

iperaturan idesa idapat idibagi imenjadi i3 i(tiga) itahap iyakni itahap iinisiasi, itahap isosio-

politis idan itahap iyuridis. iTahap-tahap itersebut imenjadi ipedoman idalam ipembuatan 

iperaturan idesa itidak iterkecuali idalam ipembuatan iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 

itahun i2016 itentang irencana ipembangunan ijangka imenengah idesa i(RPJMDesa) 

itahun i2016-2022. iDalam ipembuatan iperaturan idesa itersebut imelibatkan ibanyak 

ipihak. Namun, dalam pembuatan peraturan desa tersebut didominasi oleh BPD 
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Desa Taluduyunu dan Pemerintah Desa Taluduyunu. Dalam hal ini, BPD Desa 

Taluduyunu bertindak sebagai lembaga legislasi di desa.   

BPD Desa Taluduyunu yang merupakan lembaga legislasi di Desa 

Taluduyunu tentunya memiliki peran-peran tersendiri. Peran-peran itersebut isangat 

ierat ikaitannya idalam iproses ipembuatan iperaturan idesa ikhususnya idalam ipembuatan 

iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 itahun i2016 iTentang iRPJMDesa iTahun i2016-

2022 idi iDesa iTaluduyunu. iBPD iDesa iTaluduyunu idituntut imelaksanakan ifungsi 

ilegislasinya isemaksimal imungkin idalam ipembuatan iperaturan idesa itersebut. iOleh 

ikarena iitu, idalam ibab iini ipenulis iakan imengulas ibagaimana ipelaksanaan ifungsi 

ilegislasi iBadan iPermusyawaratan iDesa iTaluduyunu idalam iTahap iInisiasi, iSosio-

politis idan iYuridis ipembuatan iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 itahun i2016 

iTentang iRPJMDesa iTahun i2016-2022.     

4.2.1. Tahap Inisiasi Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu 

Tahap iInisiasi ipembuatan iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 itahun i2016 

iTentang iRPJMDesa iTahun i2016-2022 imerupakan itahap imunculnya igagasan ioleh 

imasyarakat iDesa iTaluduyunu. iDalam ipembentukan iperaturan idesa itersebut, itahapan 

iini iadalah itahapan iyang ipaling iawal. iDalam iTahap iInisiasi iini, iBPD iDesa 

iTaluduyunu imemiliki ihak iuntuk imengajukan iusulan irancangan iperaturan idesa. iHak 

itersebut itidak idisia-siakan ioleh iBPD iDesa iTaluduyunu. iTerlebih ilagi isesuai idengan 

iamanah iPeraturan iPemerintah iNo. i47 itahun i2015 imengharuskan ipembuatan 

iperaturan idesa itentang irencana ipembangunan ijangka imenengah ipada isuatu 

ipenyelenggaraan ipemerintahan idi idesa, isehingga imembuat isemakin ikuatnya ialasan 

iBPD iDesa iTaluduyunu iuntuk imelakukan ipengusulan irancangan iperaturan idesa. 
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iBPD iDesa iTaluduyunu ijuga iberasumsi ibahwa ipada isaat iitu iDesa iTaluduyunu 

imemang isangat imembutuhkan iperaturan idesa itentang iRPJMDesa, untuk 

membenahi Desa Taluduyunu dalam pembangunan fisik khususnya pembangunan 

infrastruktur di Desa Taluduyunu karena banyak infrastruktur yang masih perlu 

pembenahan. Hal tersebut diperoleh dari keterangan Ketua BPD Desa 

Taluduyunu, berikut pernyataannya. 

“Dalam ipembangunan idesa iyang ibersifat ijangka imenengah iperlu idilandasi 

idengan iperaturan idesa iyakni iperaturan idesa itentang iRPJMDesa. iApalagi 

isudah ikeharusan idesa iharus imemiliki iperaturan idesa itentang irencana 

ipembangunan ijangka imenengah. iAtas idasar iitulah ikami iBPD iDesa 

iTaluduyunu imengusulkan irancangan iperaturan idesa itentang iRPJMDesa 

iuntuk itahun i2012-2016.” i(Wawancara iJanuari i2020).  

 

Berdasarkan dari uraian serta penyataan di atas yang dikemukakan oleh 

salah satu informan dalam penelitian, didapat alasan mengapa BPD Desa 

Taluduyunu melakukan pengusulan dalam pembentukan Peraturan Desa 

Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 antara lain. 

1. Menjalankan amanah Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 yang 

mengharuskan pembuatan peraturan desa tentang rencana pembangunan 

jangka menengah; 

2. Desa Taluduyunu sangat membutuhkan peraturan desa tersebut dalam 

membenahi Desa Taluduyunu dalam pembangunan infrastruktur; 

3. Dalam pembangunan desa yang bersifat jangka menengah harus dilandasi 

dengan peraturan desa. 

Dalam iTahap iInisiasi ipembuatan iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 itahun 

i2016 iTentang iRPJMDesa iTahun i2012-2022 idiawali idengan ipengumpulan iaspirasi 

imasyarakat. iPengumpulan iaspirasi iini idilakukan idalam ibentuk imusyawarah. 
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iMusyawarah itersebut idilakukan idi itingkat iRT idan idusun idi iDesa iTaluduyunu. 

iSetelah iaspirasi imasyarakat itelah idikumpulkan, iproses iatau ilangkah iselanjutnya 

iadalah imelakukan iperumusan. iPerumusan idilakukan idalam irapat i iyang idilaksanakan 

ioleh iBPD iDesa iTaluduyunu, irapat iini ibersifat iinternal. iDalam irapat iini, iselain 

imerumuskan irancangan iperaturan idesa i, iBPD iDesa iTaluduyunu ijuga isekaligus 

imenetapkan irancangan iperaturan idesa iyang iakan idiajukan. iSelanjutnya, iBPD iDesa 

iTaluduyunu imelakukan ipengajuan iusulan iberupa iRancangan iPeraturan iDesa 

itentang iRPJMDesa itahun i2016-2022.  

Berdasarkan uraian di atas,Tahap Inisiasi pembuatan Peraturan Desa 

Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato No. 1 tahun 2016 Tentang 

RPJMDesa Tahun 2016-2022 dapat dibagi menjadi 3 subtahap, yakni sebagai 

berikut : 

1. Pengumpulan aspirasi masyarakat Desa Taluduyunu; 

2. Perumusan rancangan peraturan desa; 

3. Pengusulan rancangan peraturan desa. 

 

4.2.1.1. Proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembuatan 

Peraturan Desa Taluduyunu 

Sebelum iBPD iDesa iTaluduyunu imelakukan iPerumusan idan iPengusulan 

iRancangan iPeraturan iDesa itentang iRPJMDesa itahun i2016-2022 iDesa iTaluduyunu, 

iada iproses iyang iturut iberperan idalam iinisiasi iyang idilakukan ioleh iBPD iDesa 

iTaluduyunu. iProses itersebut iadalah iPengumpulan iAspirasi iMasyarakat. 

iPengumpulan iaspirasi itersebut iterbagi iatas iMusyawarah iRT idan iMusyawarah 

iDusun. iMusyawarah iRT idan iDusun itersebut imerupakan imedia ibagi iBPD idalam 
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imengumpulkan iaspirasi imasyarakat iDesa iTaluduyunu idan imerupakan iwadah ibagi 

imasyarakat iDesa iTaluduyunu idalam imenyalurkan iaspirasinya ikhususnya idalam 

proses pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang 

RPJMDesa Tahun 2016-2022. Hal ini didukung oleh keterangan dari salah 

seorang dari tokoh masyarakat sekaligus Salah seorang kepala dusun di Desa 

Taluduyunu berikut ini. 

 

“Sebelum iBPD iDesa iTaluduyunu imerumuskan iranperdes, iBPD iDesa 

iTaluduyunu imengumpulkan iaspirasi imasyarakat iyang idihasilkan idalam 

imusyawarah itingkat idusun. iSaya ibersama ikepala-kepala idusun ilainnya 

imemberikan ihasil imusyawarah idusun ike iBPD iuntuk idikumpulkan idan 

idiajukan isecara iresmi iuntuk ikemudian idibahas isecara ibersama.” 

i(Wawancara iJanuari i2020). 

 

BPD memiliki fungsi dan wewenang dalam menampung aspirasi 

masyarakat, sehingga dapat diartikan bahwa BPD sebagai wakil masyarakat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berhak untuk melakukan upaya untuk 

menggalang aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BPD Desa Taluduyunu 

berinisiatif untuk meminta kepada aparat pemerintah dusun untuk mengumpulkan 

masyarakatnya dalam forum musyawarah. Pengumpulan hasil dari musyawarah 

dusun tersebut akan digunakan oleh BPD sebagai bahan pertimbangan dalam 

merumuskan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa 2016-2022. 

Pengumpulan aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa 

memiliki peranan tersendiri dalam pelaksanaan Tahap Inisiasi, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Merupakan proses yang bersifat penunjang dalam menciptakan peraturan desa 

yang berpihak kepada masyarakat desa; 
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2. Merupakan proses persiapan dalam melakukan perumusan rancangan 

peraturan desa; 

3. Mendorong tercapainya tingkat keefektifan dan efisiensi dalam pembuatan 

sebuah peraturan desa. 

Adapun Pengumpulan aspirasi masyarakat oleh BPD Desa Taluduyunu 

dilakukan dengan cara musyawarah tingkat dusun.  

Dalam iproses iPengumpulan iAspirasi iMasyarakat idi iDesa iTaluduyunu iterkait 

ipembuatan iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 itahun i2016 iTentang iRPJMDesa iTahun 

i2016-2022, idiawali ioleh imusyawarah iyang idiadakan idi itingkat idusun iyang iada idi idi 

iDesa iTaluduyunu. iDi iDesa iTaluduyunu iada i4 idusun, idengan idemikian iada i4 

imusyawarah itingkat iDusun iyang idilaksanakan. iMusyawarah itingkat idusun iini 

ibertujuan iuntuk imenyiapkan imateri ipembahasan. iHal itersebut isesuai idengan 

ipernyataan iKepala iDusun iWawohu idan iTokoh iMasyarakat iDesa iTaluduyunu) 

iberikut iini 

. 

“Musyawarah idusun idilaksanakan, ibertujuan iuntuk imewadahi imasyarakat idi 

isetiap idusun idalam imemberikan igagasannya idan iuntuk imenyiapkan ibahan 

iyang iakan idibahas idalam imusyawarah idusun inantinya.” i(Wawancara iJanuari 

i2020). 

  

  

Berdasarkan uraian serta keterangan yang diperoleh dari informan di atas, 

musyawarah tingkat dusun yang diadakan di Desa Taluduyunu memiliki fungsi 

sebagai berikut : 

1. Untuk mewadahi masyarakat tingkat dusun dalam memberikan gagasannya 

terkait pembuatan peraturan desa di Desa Taluduyunu; 

2. Untuk menyiapkan materi yang akan dibahas dalam musyawarah dusun. 
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Dalam imusyawarah itingkat idusun iini iforum iyang iada ibersifat iinformal idan 

ikekeluargaan inamun itetap iterpimpin. iMusyawarah itingkat idusun iini idipimpin ioleh 

ikepala idusun imasing-masing iatau itidak imenutup ikemungkinan idapat idipimpin ioleh 

itokoh imasyarakat isetempat ibila ikepala idusun iberhalangan. iMusyawarah idusun iini 

idihadiri ioleh itokoh ipemuda, itokoh iagama, itokoh imasyarakat idan imasyarakat idi 

idusun imasing-masing.  Hasil yang didapatkan dari musyawarah ini didasarkan 

atas kata mufakat atau kesepakatan bersama. Hasil imusyawarah iini idimaksudkan 

iuntuk imemperkaya imateri iyang iakan idibahas idalam iMusyawarah idusun inantinya. 

Dalam imemaksimalkan ipelaksanaan ifungsi ilegislasinya, iBPD iDesa 

iTaluduyunu idituntut iuntuk imelakukan ibanyak igebrakan idan iinovasi. iDalam 

ipembuatan iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 itahun i2016 iTentang iRPJMDesa iTahun 

i2016-2022, iBPD iDesa iTaluduyunu imenggagas ipelaksanaan iMusyawarah idusun 

isebagai imedia idalam imenggalang iaspirasi imasyarakat iDesa iTaluduyunu. iHal 

itersebut imerupakan igebrakan iBPD iDesa iTaluduyunu idalam imenghasilkan iperaturan 

idesa iyang iberkualitas. Dengan melibatkan langsung masyarakat akan menambah 

kualitas Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa 

tersebut sebagai peraturan perundang-undangan.  

Dalam imelancarkan igebrakan itersebut, iBPD iDesa iTaluduyunu iberkoordinasi 

idengan ikepala idusun iuntuk imeminta ikepala-kepala idusun iuntuk imengumpulkan 

imasyarakat idan imengadakan imusyawarah. iBPD iDesa iTaluduyunu imerupakan 

ipenggagas ipelaksanaan imusyawarah idusun inamun isama isekali itidak iterlibat 

ilangsung idalam ipelaksanaan imusyawarah idusun iini. 
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BPD Desa Taluduyunu hanya bertindak sebatas memantau hasil dari 

musyawarah dusun ini. Dari penjelasan tersebut, peran BPD dalam proses 

pelaksanaan Musyawarah dusun adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai penggagas dilaksanakannya musyawarah dusun; 

2. Sebagai pemantau hasil musyawarah dusun. 

Setelah imenerima ihasil imusyawarah idusun idari ipara ikepala idusun idi iDesa 

iTaluduyunu, iBPD iDesa iTaluduyunu ikemudian imengambil ilangkah-langkah idalam 

imengolah ihasil idari imusyawarah idusun itersebut. iLangkah iyang idiambil iBPD iDesa 

iTaluduyunu iyakni idengan imengadakan iRapat iintern iBPD. iRapat iini ibertujuan iuntuk 

imempertimbangkan ihasil idari imusyawarah idusun iuntuk idiajukan isebagai iranperdes 

itentang iRPJMDesa itahun i2016-2022 idan iuntuk iselanjutnya imerumuskan idan 

imenetapkan iranperdes iyang idiajukan ike irapat igabungan iatau irapat ipembahasan 

ibersama ipemerintah idesa. 

BPD Desa Taluduyunu memiliki peran dalam menggagas terciptanya 

proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat sebagai proses sebelum atau Pra-

pembuatan peraturan desa termasuk dalam pembuatan Peraturan Desa 

Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022. Badan 

iPermusyawaratan iDesa iTaluduyunu iberkoordinasi idengan ikepala-kepala idusun 

idengan imeminta ikepala idusun imengumpulkan imasyarakat idi iDusun imasing-masing 

iuntuk ikemudian idilakukan imusyawarah. iBPD iDesa iTaluduyunu itidak iterlibat 

ilangsung idalam imusyawarah itersebut inamun iBPD iDesa iTaluduyunu imemantau idan 

imenunggu ihasil idari imusyawarah itersebut iuntuk idijadikan ibahan ipertimbangan iBPD 

iDesa iTaluduyunu idalam imerumuskan irancangan iperaturan idesa.   
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4.2.1.2. Proses Perumusan Dalam Pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu  

Dalam iTahap iInisiasi ipembentukan iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 itahun 

i2016 iTentang iRPJMDesa iTahun i2016-2022, iPerumusan imenjadi ikelanjutan idari 

iproses ipengumpulan iaspirasi imasyarakat. iProses iPerumusan iini imemiliki iperanan 

iyang isangat ivital idalam ipembentukan iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 itahun i2016 

iTentang iRPJMDesa iTahun i2016-2022 ikarena idalam iproses iini imembutuhkan 

iketelitian, iketepatan idan ikemampuan idari iBPD iDesa iTaluduyunu iuntuk 

imenerjemahkan ikondisi ikekinian iDesa iTaluduyunu. iDengan imemenuhi ihal itersebut, 

iperaturan idesa iyang idibuat iakan isesuai idengan ikebutuhan imasyarakat iDesa 

iTaluduyunu. Dalam Proses perumusan ini, hasil pengumpulan aspirasi masyarakat 

yang telah dilakukan sebelumnya akan disimpulkan. Penarikan kesimpulan ini 

dilakukan dalam forum rapat yakni Rapat BPD Desa Taluduyunu.  

Dalam ipembuatan irumusan iRancangan iPeraturan iDesa iTentang iRPJMDesa 

iTahun i2016-2022 idilakukan ioleh iBPD iDesa iTaluduyunu. iPerumusan idilakukan 

idalam irapat iBPD iDesa iTaluduyunu iyang isifatnya iinternal. iRapat idilaksanakan ipada 

i24 iApril i2016. iRapat iini idihadiri ioleh iKepala iDesa, iKetua iBPD iDesa iTaluduyunu, 

iKetua iLPM iDesa iTaluduyunu, Aparatur Desa, kepala-kepala dusun serta tokoh 

masyarakat, tokoh pemuda, yang menjadi tamu undangan guna diminta 

penjelasannya yang berkaitan dengan hasil musyawarah dusun. 

Rapat BPD terkait perumusan Rancangan Peraturan Desa Tentang 

RPJMDesa Tahun 2016-2022 diadakan di rumah Kepala Desa Taluduyunu. BPD 

Desa Taluduyunu biasanya menggunakan Kantor Desa Taluduyunu untuk 

mengadakan rapat namun karena  pada saat itu Kantor Desa Taluduyunu sedang 
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dalam masa renovasi sehingga untuk sementara tidak dapat digunakan. Rapat ini 

bertujuan untuk membahas usulan dari musyawah dusun yang telah diterima 

BPD. Rapat iini idipimpin idan idibuka ilangsung ioleh iMardan isebagai iKetua iBPD iDesa 

iTaluduyunu. iPimpinan iRapat ikemudian imemaparkan ihasil imusyawarah idusun 

ikepada ipeserta irapat ikarena isebelumnya iKetua iBPD iDesa iTaluduyunu itelah 

imenerima ihasil idari imusyawarah idusun. iSetelah isemuanya itelah iselesai idipaparkan 

ioleh ipimpinan irapat ikemudian ioleh ipimpinan irapat imeminta itanggapan iberupa ikritik 

idan isaran idari ipeserta irapat iberkaitan idengan ihasil imusyawarah idusun iyang itelah 

idipaparkan.  

Dalam proses Perumusan, peran BPD Desa Taluduyunu jelas terlihat pada 

proses Rapat BPD. Dalam Rapat BPD ini, BPD menyatukan pendapat terkait 

aspirasi masyarakat yang tertuang dalam hasil musyawarah tingkat dusun. BPD 

Desa Taluduyunu menyeleksi aspirasi masyarakat tersebut dengan penuh 

ketelitian. BPD iDesa iTaluduyunu imemilah-millah iaspirasi iyang idapat idimasukkan 

idan iaspirasi iyang itidak imemungkinkan iuntuk idimasukkan ike idalam irancangan 

iperaturan idesa. iSetelah iBPD iDesa iTaluduyunu imendapat ikata isepakat, ikemudian 

iBPD iDesa iTaluduyunu ibersama-sama imerumuskannya imenjadi iRancangan 

iPeraturan iDesa iTentang iRPJMDesa iTahun i2016-2022. iDari ipenjelasan idi iatas, iperan 

iBPD iDesa iTaluduyunu idalam iproses iperumusan iadalah isebagai iberikut. 

1. BPD menyatukan pendapat terkait aspirasi masyarakat yang tertuang dalam 

hasil musyawarah dusun; 

2. BPD Desa Taluduyunu menyeleksi aspirasi masyarakat yang dihasilkan dalam 

hasil musyawarah tingkat dusun; 
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3. BPD Desa Taluduyunu secara bersama-sama merumuskan aspirasi yang telah 

diterima menjadi Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDesa Tahun 2016-

2022. 

4.2.1.3. Proses Pengusulan Dalam Pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu 

Proses iPengusulan iadalah ikontinuitas iatas iproses iPerumusan isebelumnya. 

iPengusulan imerupakan ilangkah iterakhir iTahap iInisiasi idalam iproses ipembuatan 

iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 iTahun i2016 iTentang iRPJMDesa iTahun i2016-

2022 iuntuk imasuk ike iTahap iSelanjutnya i(Sosio-politis). iDalam iproses iPengusulan 

iini, iPengajuan iusulan irancangan iperaturan idesa idalam ipembuatan iPeraturan iDesa 

iTaluduyunu iNo. i1 iTahun i2016 iTentang iRPJMDesa iTahun i2016-2022 idilakukan 

ioleh iBPD iDesa iTaluduyunu.  

Dalam wawancara dengan Kepala Desa Taluduyunu, Abdul Hamid Sukoli. 

diperoleh keterangan sebagai berikut : 

“Peraturan Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato 

No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 merupakan hasil dari 

usulan BPD yang dikumpulkan dari masyarakat lewat musyawarah bersama.” 

(Wawancara Januari 2020). 
 

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan informan-informan berikut 

ini : 

“Kami dari BPD mengajukan usulan/ranperdes secara resmi tentang 

RPJMDesa Tahun 2012-2016 yang kemudian disetujui menjadi Peraturan Desa 

Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2016 

Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022. Kami mengumpulkan aspirasi masyarakat 

yang kami ambil dari hasil musyawarah ditingkat dusun.” (Wawancara dengan 

Ketua BPD Desember 2019). 
 

 

“BPD dan kepala desa punya hak yang sama dalam mengusulkan 

ranperdes namun untuk Peraturan Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia 

Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 
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BPD-lah yang mengajukan usulan untuk dilakukan pembahasan”. (Wawancara 

dengan anggota BPD Januari 2020). 

 

Ketiga iinforman idi iatas imembenarkan isekaligus imempertegas ibahwa idalam 

iproses ipembuatan iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 iTahun i2016 iTentang 

iRPJMDesa iTahun i2016-2022 iusulan iberasal idari iBPD iDesa iTaluduyunu. iOleh 

ikarena iitu, iberdasarkan iwawancara-wawancara itersebut, idapat idikatakan ibahwa 

idalam ipembuatan iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 iTahun i2016 iTentang 

iRPJMDesa iTahun i2016-2022, iBPD iDesa iTaluduyunu imenggunakan ihaknya iuntuk 

imengusulkan irancangan iperaturan idesa. i 

Seperti iyang idijelaskan idalam iproses iPerumusan isebelumnya, iRancangan 

iPeraturan iDesa iTentang iRPJMDesa iTahun i2016-2022 itelah iditetapkan idalam irapat 

iyang idiadakan ioleh iBPD iDesa iTaluduyunu. iRancangan iperaturan idesa iini 

iselanjutnya idiberikan ikepada iSekretaris iBPD iDesa iTaluduyunu, iuntuk idiketik idan 

idicetak irapi. iKetua iBPD iDesa iTaluduyunu imemerintahkan isekretarisnya iuntuk 

imenyerahkan inaskah iRancangan iPeraturan iDesa iTentang iRPJMDesa iTahun i2016-

2022 itersebut ikepada iKepala iDesa iTaluduyunu. Dengan penyerahan itu, maka 

ranperdes tersebut telah diajukan secara resmi. Hal ini diperoleh dari keterangan 

Ketua BPD Desa Taluduyunu, berikut ini. 

“Setelah Ranperdes tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 ditetapkan dalam 

rapat BPD untuk diajukan secara resmi, saya langsung memerintahkan kepada 

Sekretaris BPD untuk mengetik rapi dan kemudian menyerahkan langsung kepada 

kepala Desa Taluduyunu.” (Wawancara Januari 2020). 

 

Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 tersebut 

diserahkan oleh BPD Desa Taluduyunu kepada Kepala Desa Taluduyunu pada 2 

hari setelah usulan disetujui menjadi ranperdes. Bersamaan dengan penyerahan 
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itu, BPD juga mengundang Kepala Desa untuk melakukan pembahasan ranperdes 

tersebut.  

4.2.1.4. Peran BPD Dalam Proses Pengusulan Peraturan Desa 

Berdasarkan ihasil ipengamatan isecara ilangsung iyang idilakukan ioleh ipenulis 

iditemukan ibahwa iperan iBPD iDesa iTaluduyunu idalam iproses ipengusulan 

ipembuatan iperaturan idesa idi iDesa iTaluduyunu imencakup ibeberapa iaspek. iNamun 

iperan iBPD iDesa iTaluduyunu idalam iproses iPengusulan iPeraturan iDesa iTaluduyunu 

iNo. i1 iTahun i2016 iTentang iRPJMDesa iTahun i2016-2022 itidak ibegitu ibanyak iterlihat 

ikarena imemang iproses iini icukup isingkat idibanding iproses-proses ilainnya. iBerikut 

iini iperanan iBPD iDesa iTaluduyunu idalam iproses iPengusulan ipembuatan iperaturan 

idesa. 

1. BPD Desa Taluduyunu mempersiapkan naskah rancangan peraturan desa; 

2. BPD Desa Taluduyunu menyerahkan naskah rancangan peraturan desa kepada 

Kepala Desa Taluduyunu; 

3. BPD Desa Taluduyunu mengundang Kepala Desa untuk melakukan 

pembahasan rancangan peraturan desa secara bersama-sama.  

4.2.2. Tahap Sosio-Politis Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa 

Taluduyunu 

Tahap isosio-politis imerupakan ikontinuitas/kelanjutan idari iTahap iInisiasi 

ikarena iberperan isebagai itahap ikedua idalam iproses ipembuatan iPeraturan iDesa 

iTaluduyunu iNo. i1 iTahun i2016 iTentang iRPJMDesa iTahun i2016-2022 isetelah iTahap 

iInisiasi. iTahap iSosio-politis imerupakan itahap ipematangan idan ipentajaman igagasan 

iyang imuncul idari imasyarakat idalam iTahap iInisiasi isebelumnya. iTahap iini idapat 
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idikatakan isebagai ipenentu ikualitas idari iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 iTahun 

i2016 iTentang iRPJMDesa iTahun i2016-2022 iyang iakan idihasilkan inantinya. 

iPeraturan idesa iakan imemiliki ikualitas isebagai iperaturan iperundang-undangan ijika 

iisi idari iperaturan idesa itersebut imemiliki iketepatan idan ikesesuaian iantara iaturan iyang 

idihasilkan idengan iapa iyang idibutuhkan imasyarakat idesa idalam ikondisi ikekinian 

idesa itersebut. 

Dalam iTahap isebelumnya irancangan iperaturan idesa iyang itelah idirumuskan 

ioleh iBPD iDesa iTaluduyunu idiberikan ioleh iBPD iDesa iTaluduyunu ikepada 

iPemerintah iDesa iTaluduyunu. iRanperdes itersebut idiserahkan ilangsung ioleh iketua 

idan i isekretaris iBPD iDesa iTaluduyunu idan iditerima ilangsung ioleh iKepala iDesa 

iTaluduyunu. iSetelah iKepala iDesa iTaluduyunu imenerima iRancangan iPeraturan 

iDesa itersebut, iKepala iDesa iTaluduyunu imengadakan irapat ibersama idengan 

iperangkatnya iguna imembahas irancangan iyang idisampaikan ioleh iBPD iDesa 

iTaluduyunu itersebut isecara iinternal iPemerintah iDesa iTaluduyunu i(Kepala iDesa idan 

ijajarannya). iSetelah irapat itersebut ibarulah idiadakan ipembahasan idalam irapat 

igabungan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, Tahap Sosio-politis pembuatan peraturan 

desa di Desa Taluduyunu terdiri dari : 

1. Rapat Internal Pemerintah Desa; 

2. Rapat Gabungan atau Rapat Pembahasan. 

4.2.2.1. Rapat Internal Pemerintah Desa 

Rapat internal Pemerintah Desa Taluduyunu (Kepala Desa dan jajarannya) 

dilaksanakan guna membahas rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 
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2016-2022 di Desa Taluduyunu yang disampaikan oleh BPD Desa Taluduyunu 

tersebut. Rapat iini idiadakan ipada iakhir iApril i2016, iyang ibertempat idi irumah iKepala 

iDesa iTaluduyunu. iRapat iini idihadiri ioleh iKepala iDesa iTaluduyunu, iSekretaris iDesa 

iTaluduyunu, iKaur iPemerintahan, iKaur iPembangunan iKaur iUmum idan ibendaharan 

idesa. iDalam irapat iini iKepala iDesa iTaluduyunu imemimpin ilangsung ijalannya irapat. 

iDalam irapat iini iyang imenjadi ipokok ipembahasan iadalah iRancangan iPeraturan iDesa 

iTentang iRPJMDesa iTahun i2016-2022 idi iDesa iTaluduyunu iyang idiajukan ioleh iBPD 

iDesa iTaluduyunu. Rapat ini bertujuan untuk menyatukan pendapat dikalangan 

Pemerintah Desa Taluduyunu sehingga tidak terjadi perpecahan persepsi terkait 

Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022. 

Hasil ikeputusan irapat itersebut ikemudian idipersiapkan iuntuk idibawa ike 

idalam irapat igabungan iyang idihadiri ioleh iBPD idan iKepala iDesa iTaluduyunu iserta 

iberbagai iunsur idesa ilainnya iyang iada idi iDesa iTaluduyunu iuntuk idibahas isecara 

ibersama-sama iantar ipeserta irapat. iSelanjutnya ioleh iBPD idan iKepala iDesa 

iTaluduyunu imenjadwalkan iuntuk imelakukan ipembahasan idalam irapat igabungan 

iantara iBPD iDesa iTaluduyunu idan iPemerintah iDesa iTaluduyunu.   

4.2.2.2. Rapat Gabungan atau Rapat Pembahasan 

Rapat pembahasan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa 2016-

2022 Desa Taluduyunu dilaksanakan sesuai yang telah dijadwalkan oleh BPD dan 

Pemerintah Desa Taluduyunu. Rapat itersebut iseharusnya idilaksanakan idi iKantor 

iDesa iTaluduyunu inamun ikarena ipada isaat iitu imasih idilakukan irenovasi iKantor iDesa 

iTaluduyunu imaka irapat ipembahasan iatau irapat igabungan itersebut idilaksanakan idi 

iRumah iKepala iDesa iTaluduyunu. iDalam irapat ipembahasan itersebut idihadiri ioleh 
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iKepala iDesa iTaluduyunu, iKetua iBPD iDesa iTaluduyunu, i iselaku isekretaris iBPD 

iDesa iTaluduyunu, isekretaris iDesa iTaluduyunu, iKaur iPemerintahan iDesa 

iTaluduyunu, iKaur iPembangunan, iKaur iUmum, ibendahara iDesa iTaluduyunu, ikepala 

idusun ikabibile, ikepala idusun iwawohu, ikepala idusun imotoduto, idan ikepala idusun 

ihutino, itokoh imasyarakat iDesa iTaluduyunu, itokoh ipemuda iDesa iTaluduyunu, 

ikelompok itani iDesa iTaluduyunu, iPKK iDesa iTaluduyunu iImam iDesa iTaluduyunu. 

iRapat ipembahasan iini idipimpin ioleh iKetua iBPD iDesa iTaluduyunu.  

Rapat gabungan ini dimulai dengan pemaparan latar belakang dan tujuan 

dari ranperdes tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu. BPD Desa 

Taluduyunu memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan ranperdes tentang 

RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu karena ranperdes tersebut diajukan 

atas nama BPD Desa Taluduyunu. Pemaparan ioleh iKetua iBPD iDesa iTaluduyunu 

idimaksudkan iuntuk imemberi ialasan isejelas-jelasnya ikenapa irancangan iperaturan 

idesa itentang iRPJMDesa itahun i2016-2022 iperlu iuntuk idijadikan iperaturan idesa idi 

iDesa iTaluduyunu. iAlasan itersebut iditujukan ikepada iPemerintah iDesa iTaluduyunu, 

iperangkat idesa, itokoh-tokoh imasyarakat, iunsur-unsur idesa ilainnya idan iterkhusus 

ikepada imasyarakat iDesa iTaluduyunu isendiri iyang imelaksanakan iperaturan idesa. 

Setelah iKetua iBPD iDesa iTaluduyunu iselesai imemaparkan ilatar ibelakang idan 

itujuan irancangan iperaturan idesa itentang iRPJMDesa itahun i2016-2022 ikemudian 

iKetua iBPD iDesa iTaluduyunu imemberikan ikesempatan ikepada isemua iunsur iDesa 

iTaluduyunu iuntuk imenyampaikan itanggapan/komentar, ikritik imaupun isaran iyang 

iberhubungan idengan iranperdes itersebut. iPada isaat iitu iantusiasme iunsur-unsur iDesa 

iTaluduyunu iyang ihadir idirapat ipembahasan isangatlah ibesar. iMereka imemberikan 
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itanggapannya isehingga ibegitu ibanyak iide-ide iyang imuncul iyang isangat imembantu 

idalam imenyempurnakan iRancangan iPeraturan iDesa itentang iRPJMDesa itahun i2016-

2022 iDesa iTaluduyunu. Salah satu tanggapan muncul dari peserta rapat 

pembahasan yaitu dari Sekretaris Desa Taluduyunu, memberikan saran bahwa 

perlu adanya poin dalam Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa tahun 

2016-2022 Desa Taluduyunu yang memberikan penjelasan tentang pelaksanaan 

yang kemungkinan tidak sesuai atau mengalami perubahan dari RPJMDesa jika 

ada penyebab yang sulit dihindari seperti bencana alam. Hal ini dibenarkan oleh 

Ketua BPD Desa Taluduyunu, berikut pernyataannya : 

“Dalam irapat ipembahasan iRancangan iPeraturan iDesa itentang iRPJMDesa 

itahun i2016-2022 iDesa iTaluduyunu ibanyak imuncul iide-ide iyang isangat 

imembantu ihingga idapat idisetujui imenjadi iperaturan idesa. iSalah isatunya idari 

iPemerintah iDesa iTaluduyunu iyang idiwakili isekdes. iBeliau imenyarankan 

iagar iada ipenjelasan itambahan ibilamana iada isesuatu ihal iyang imenyebabkan 

iperubahan ipelaksanaan ipembangunan iDesa iTaluduyunu inantinya iseperti 

ibencana ialam.” i(Wawancara iJanuari i2020). 

 

Saran iyang idiajukan itersebut ioleh iseluruh iunsur idesa idisepakati ibersama 

iuntuk idimasukkan idalam iRancangan iPeraturan iDesa itentang iRPJMDesa itahun 

i2016-2022 iDesa iTaluduyunu. iSetelah idiadakan ipembahasan iyang imendalam imaka 

idiambil isebuah ikeputusan iditerimanya irancangan itersebut idengan isegala 

iperubahannya iyang idihasilkan idalam irapat ipembahasan imenjadi iperaturan idesa. 

iPengambilan ikeputusan itersebut idilakukan idengan icara imusyawarah imufakat ioleh 

iseluruh ipeserta irapat ipembahasan. 

4.2.2.3. Peran BPD Dalam Rapat Pembahasan/Gabungan 
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Sesuai penjelasan dan keterangan informan di atas, dalam rapat 

pembahasan/gabungan peran BPD Desa Taluduyunu dalam pembuatan peraturan 

desa adalah sebagai berikut. 

1. BPD Desa Taluduyunu bertindak sebagai penyelenggara Rapat Pembahasan 

tersebut; 

2. Ketua BPD Desa Taluduyunu memimpin rapat pembahasan tersebut; 

3. Pemaparan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa dilakukan oleh 

Ketua BPD Desa Taluduyunu. 

Dibalik peranan yang dipegang oleh BPD Desa Taluduyunu dalam Rapat 

pembahasan tersebut, BPD Desa Taluduyunu dapat dikatakan kurang maksimal 

dalam menjalankan perannya dalam rapat pembahasan tersebut. Hal tesebut 

disebabkan oleh ketidakhadiran anggota-anggota BPD Desa Taluduyunu yakni.  

Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Taluduyunu, dikatakan bahwa : 

Seharusnya semua anggota BPD Desa Taluduyunu menghadiri Rapat Pembahasan 

tersebut, terlebih lagi rancangan peraturan desa yang dibahas pada saat itu 

diusulkan atas nama BPD Desa Taluduyunu.  Pada saat itu hanya Ketua dan 

Sekretaris BPD Desa Taluduyunu yang hadir. Sedangkan dalam jalannya rapat 

pembahasan hanya Ketua BPD Desa Taluduyunu yang pro-aktif. Ada 

kemungkinan BPD Desa Taluduyunu kurang dalam persiapan rapat pembahasan 

sehingga hal-hal tersebut terjadi. (wawancara Januari 2020).  

 

4.2.3. Tahap Yuridis Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu 

 

Tahap Yuridis merupakan Tahap ketiga setelah Tahap Inisiasi dan Tahap 

Sosio-politis sekaligus tahap terakhir dari tahap-tahap pembentukan Peraturan 

Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022. 

Tahap Yuridis lebih singkat dan sederhana dibandingkan tahap-tahap lainnya 

dalam pembuatan peraturan desa tersebut. Walaupun demikian, Tahap Yuridis 

tetap memiliki peran yang sama pentingnya dengan tahap-tahap sebelumnya.  
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Dalam itahap iini irancangan iperaturan idesa iyang itelah idisetujui idalam iTahap 

iSosial-politik iditetapkan imenjadi iperaturan idesa i(Penetapan) idan idisahkan ioleh 

iPemerintah iDesa i(Pengesahan), idalam ihal iini iadalah iKepala iDesa iTaluduyunu. 

iSebelum iitu, idalam iTahap iini ijuga idilakukan ipenyusunan ibahan i(ranperdes iyang 

itelah idisetujui) ike idalam ibentuk iPeraturan iPerundang-undangan. iDan ikemudian 

iKepala iDesa iTaluduyunu imemerintahkan iSekretaris iDesa iTaluduyunu isetempat 

iuntuk imengundangkannya idalam ibentuk iLembaran iDesa. i(Wawancara idengan 

iKetua iBPD iJanuari i2020). 

 

Perlu diketahui bahwa setelah pembentukan Peraturan Desa Taluduyunu 

No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 dirampungkan, 

kemudian disebarluaskan dan disosialisasikan kepada masyarakat lewat media 

cetak, media elektronik ataupun melalui suatu forum pertemuan. Selanjutnya, 

peraturan desa yang telah rampung tersebut, diberikan ke Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pohuwato bagian Hukum dan Pemdes.  

4.2.3.1. Penyerahan Ranperdes Yang Telah di Setujui 

Pada itahap isebelumnya, irancangan iPeraturan iDesa iTaluduyunu itentang 

iRPJMDesa itahun i2016-2022 itelah imengalami ipembahasan idan itelah idisepakati 

ibersama isecara imusyawarah imufakat. iRancangan iperaturan idesa itentang iRPJMDesa 

itahun i2016-2022 itersebut ipada irapat igabungan/rapat ipembahasan itelah idisetujui 

ibersama ioleh iBPD idan iKepala iDesa iTaluduyunu. iPada isaat iranperdes itersebut 

idisetujui, iturut idisaksikan ioleh iperangkat idesa, iberbagai iunsur iDesa iTaluduyunu idan 

iMasyarakat iDesa iTaluduyunu isendiri. iRancangan iperaturan idesa itentang 

iRPJMDesa itahun i2016-2022 iyang itelah idisetujui ikemudian i idiberikan ioleh iKetua 

iBPD iDesa iTaluduyunu ikepada iKepala iDesa iTaluduyunu. iPenyerahan iranperdes 

itersebut idilakukan isekitar i2 ihari isetelah iranperdes itersebut idisetujui iuntuk imenjadi 

iperaturan idesa. iPenyerahan itersebut idilakukan ikarena ipada isaat irapat ipembahasan 

iberakhir, irancangan iperaturan idesa itersebut ihanya idipegang ioleh iBPD iDesa 
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iTaluduyunu iuntuk idiubah isesuai ihasil irapat ipembahasan. iSebelum idiserahkan, 

iranperdes itersebut itelah idisusun iberdasarkan iLegal iDrafting i(Teknik iPerundang-

undangan) iyang iada.   

4.2.3.2. Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa 

BPD Desa Taluduyunu dan Kepala Desa Taluduyunu kemudian 

bersama-sama menetapkan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 

2016-2022 Desa Taluduyunu menjadi Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 

2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022. Namun dalam penetapan, 

pengesahan dan pengundangannya Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa 

tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu tersebut sangatlah lama. Rancangan iperaturan 

idesa itersebut idisetujui imenjadi iperaturan idesa ipada itanggal i2 iMei i2016 isedangkan 

iditetapkan ibaru ipada itanggal i20 iMei i2017. iAlasan imengapa idalam ipenetapan, 

ipengesahan idan ipengundangannya iRancangan iperaturan idesa itentang iRPJMDesa 

itahun i2016-2022 iDesa iTaluduyunu itersebut imengalami iketerlambatan idijelaskan 

idalam ipernyataan iKetua iBPD iDesa iTaluduyunu, iberikut iini i: 

“Dalam penetapan Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 

2016-2022 Desa Taluduyunu menjadi peraturan desa sangat lama. Hal itu 

dikarenakan menunggu jadinya RPJMDesa 2016-2022 yang baru dibuat 

setelah ranperdes tersebut disetujui.” (Wawancara Desember 2019). 

 

Dari ipenjelasan iKetua iBPD iDesa iTaluduyunu idi iatas, idiperoleh ialasan 

imengapa idalam ipenetapan iRancangan iperaturan idesa itentang iRPJMDesa itahun 

i2016-2022 iDesa iTaluduyunu imenjadi iperaturan idesa isangat ilama. iHal itersebut 

idisebabkan ikarena imenunggu irampungnya inaskah iRPJMDesa i2016-2022 iyang ibaru 

imulai idibuat isetelah iRancangan iperaturan idesa itentang iRPJMDesa itahun i2016-2022 

iDesa iTaluduyunu idisetujui. 
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Rancangan tersebut ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Kepala Desa 

Taluduyunu bersama BPD Desa Taluduyunu pada 20 Mei 2016. Bersamaan 

dengan hal tersebut, kemudian disahkan dengan ditanda tangani oleh Kepala 

Desa. Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 

Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022, Sekretaris iDesa iTaluduyunu, 

imengundangkan iperaturan idesa itersebut ike idalam iLembaran iDesa iTaluduyunu 

iTahun i2012 iNomor i1 idengan imenandatangani ilembaran idesa itersebut. iDengan 

idiundangkannya iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 iTahun i2016 iTentang iRPJMDesa 

iTahun i2016-2022 ike idalam iLembaran iDesa iNo.1 iTahun i2016 imaka iselesai isudah 

iproses ipembuatan iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 iTahun i2016 iTentang 

iRPJMDesa iTahun i2016-2022 ikhususnya idalam iTahap iYuridis. 

4.2.3.3. Peran BPD Desa Taluduyunu Dalam Tahap Yuridis 

Dalam iTahap iYuridis ipembuatan iPembuatan iPeraturan iDesa iTaluduyunu 

iNo.1 itahun i2016 itentang iRPJMDesa itahun i2016-2022, iBPD iDesa iTaluduyunu itelah 

imenjalankan iperanannya isebagai ilembaga ilegislasi idi iDesa iTaluduyunu. iPeranan 

itersebut idapat ikita ilihat imulai idari ipenyusunan irancangan iperaturan idesa ihingga 

iditetapkan idan idisahkan. iAdapun iperanan-peranan itersebut iyakni iantara ilain. 

1. BPD Desa Taluduyunu yang melakukan penyusunan ranperdes tentang 

RPJMDesa tahun 2012-2016 berdasarkan teknik perundang-undangan (Legal 

Drafting); 

2. Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 yang telah 

disetujui kemudian diberikan oleh Ketua BPD Desa Taluduyunu kepada 



lxxiv 
 

Kepala Desa Taluduyunu. Penyerahan ranperdes tersebut dilakukan sekitar 2 

hari setelah ranperdes tersebut disetujui untuk menjadi peraturan desa; 

3. BPD Desa Taluduyunu menetapkan rancangan peraturan desa tentang 

RPJMDesa tahun 2016-2022 menjadi Peraturan Desa No. 1 tahun 2016 

tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 bersama Kepala Desa Taluduyunu.  

Berdasarkan iuraian ihasil ipenelitian iyang idiuraikan idilapangan idan itemuan 

ipenelitian imaka isecara ikeseluruhan idapat idisimpulkan ibahwa iBPD iDesa 

iTaluduyunu iyang imerupakan ilembaga ilegislasi idi iDesa iTaluduyunu itentunya 

imemiliki iperan-peran itersendiri. iPeran-peran itersebut isangat ierat ikaitannya idalam 

iproses ipembuatan iperaturan idesa ikhususnya idalam ipembuatan iPeraturan iDesa 

iTaluduyunu iNo. i1 itahun i2016 iTentang iRPJMDesa iTahun i2016-2022 idi iDesa 

iTaluduyunu. I 

Dalam ipembuatan iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 itahun i2016 iTentang 

iRPJMDesa iTahun i2016-2022 iada i3 i(tiga) itahapan iyang idilakukan ioleh iBPD iDesa 

iTaluduyunu, iyakni iTahap iInisiasi ipembuatan iPeraturan iDesa iTaluduyunu iNo. i1 

itahun i2016 iTentang iRPJMDesa iTahun i2016-2022 imerupakan itahap imunculnya 

igagasan ioleh imasyarakat iDesa iTaluduyunu. iDalam ipembentukan iperaturan idesa 

itersebut, itahapan iini iadalah itahapan iyang ipaling iawal. iDalam iTahap iInisiasi iini, iBPD 

iDesa iTaluduyunu imemiliki ihak iuntuk imengajukan iusulan irancangan iperaturan idesa. 

iHak itersebut itidak idisia-siakan ioleh iBPD iDesa iTaluduyunu. iTerlebih ilagi isesuai 

idengan iamanah iPeraturan iPemerintah iNo. i47 itahun i2015 imengharuskan ipembuatan 

iperaturan idesa itentang irencana ipembangunan ijangka imenengah ipada isuatu 

ipenyelenggaraan ipemerintahan idi idesa, isehingga imembuat isemakin ikuatnya ialasan 
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iBPD iDesa iTaluduyunu iuntuk imelakukan ipengusulan irancangan iperaturan idesa. 

iBPD iDesa iTaluduyunu ijuga iberasumsi ibahwa ipada isaat iitu iDesa iTaluduyunu 

imemang isangat imembutuhkan iperaturan idesa itentang iRPJMDesa, iuntuk 

imembenahi iDesa iTaluduyunu idalam ipembangunan ifisik ikhususnya ipembangunan 

iinfrastruktur idi iDesa iTaluduyunu ikarena ibanyak iinfrastruktur iyang imasih iperlu 

ipembenahan. Hal tersebut diperoleh dari keterangan Bapak Mardan selaku Ketua 

BPD Desa Taluduyunu, berikut pernyataannya. 

Kemudian tahap kedua adalah tahap Sosio-politis pembuatan peraturan 

desa di Desa Taluduyunu terdiri dari : 

1. Rapat Internal Pemerintah Desa; 

Rapat internal Pemerintah Desa Taluduyunu (Kepala Desa dan 

jajarannya) dilaksanakan guna membahas rancangan peraturan desa tentang 

RPJMDesa tahun 2016-2022 di Desa Taluduyunu yang disampaikan oleh BPD 

Desa Taluduyunu tersebut. Hasil keputusan rapat tersebut kemudian 

dipersiapkan untuk dibawa ke dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD 

dan Kepala Desa Taluduyunu serta berbagai unsur desa lainnya yang ada di 

Desa Taluduyunu untuk dibahas secara bersama-sama antar peserta rapat. 

Selanjutnya oleh BPD dan Kepala Desa Taluduyunu menjadwalkan untuk 

melakukan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD Desa Taluduyunu 

dan Pemerintah Desa Taluduyunu.   

2. Rapat Gabungan atau Rapat Pembahasan. 

Rapat ipembahasan irancangan iperaturan idesa itentang iRPJMDesa i2016-

2022 iDesa iTaluduyunu idilaksanakan isesuai iyang itelah idijadwalkan ioleh iBPD idan 
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iPemerintah iDesa iTaluduyunu. iRapat itersebut iseharusnya idilaksanakan idi iKantor 

iDesa iTaluduyunu inamun ikarena ipada isaat iitu imasih idilakukan irenovasi iKantor 

iDesa iTaluduyunu imaka irapat ipembahasan iatau irapat igabungan itersebut 

idilaksanakan idi iRumah iKepala iDesa iTaluduyunu. iRapat igabungan iini idimulai 

idengan ipemaparan ilatar ibelakang idan itujuan idari iranperdes itentang iRPJMDesa 

itahun i2016-2022 iDesa iTaluduyunu. iBPD iDesa iTaluduyunu imemiliki itanggung 

ijawab iuntuk imenjelaskan iranperdes itentang iRPJMDesa itahun i2016-2022 iDesa 

iTaluduyunu ikarena iranperdes itersebut idiajukan iatas inama iBPD iDesa 

iTaluduyunu. 

Sedangkan tahap ketiga adalah tahap Yuridis merupakan Tahap ketiga 

setelah Tahap Inisiasi dan Tahap Sosio-politis sekaligus tahap terakhir dari tahap-

tahap pembentukan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang 

RPJMDesa Tahun 2016-2022. Dalam tahap yurudis ini BPD Desa Taluduyunu 

dan Kepala Desa Taluduyunu kemudian bersama-sama menetapkan rancangan 

peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu menjadi 

Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-

2022. 

Hal ini telah berkesesuain dengan analisis teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang desa 

dimana dijelaskan bahwa Peraturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 adalah sebagai berikut :  

1. Peraturan iDesa itentang isusunan iorganisasi idan itata ikerja ipemerintahan idesa 

i(pasal i12 iayat i5 i). i 
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2. Peraturan iDesa itentang iAnggaran iPendapatan idan iBelanja iDesa i(Pasal i73 iayat i3). 

i 

3. Peraturan iDesa iTentang iRencana iPembangunan iJangka iMenengah iDesa 

i(RPJMD) i(pasal i64 iayat i2). 

4. Peraturan idesa itentang ipengelolaan ikeuangan idesa i(pasal i76). 

5. Peraturan idesa itentang ipembentukan iBadan iMilik iUsaha iDesa i i(pasal i78 iayat i2), 

iapabila ipemerintah idesa imembentuk iBUMD. i 

6. peraturan idesa itentang iPembentukan iBadan iKerjasama i(pasal i82 iayat i2). 

7. Peraturan idesa itentang iLembaga iKemasyarakatan i(pasal i89 iayat i2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

P E N U T U P 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Analisis Fungsi 

Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia 

Kabupaten Pohuwato”, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :  
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1. Dalam Tahap Inisiasi proses pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 

tahun 2016 tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 terbagi atas, (a.) 

Pengumpulan Aspirasi Masyarakat, (b.) Perumusan dan (c.) Pengusulan. 

Dalam proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat. 

2. Dalam Tahap Sosio-politis proses pembuatan Peraturan Desa No. 1 tahun 

2016 tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 terbagi atas, (a.) Rapat Internal 

Pemerintah Desa dan, (b.) Rapat Gabungan/ pembahasan. Dalam rapat 

pembahasan peran BPD Desa Taluduyunu adalah BPD Desa Taluduyunu 

bertindak sebagai penyelenggara Rapat Pembahasan tersebut, Ketua BPD 

Desa Taluduyunu memimpin rapat pembahasan tersebut, dan Pemaparan 

rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa dilakukan oleh Ketua BPD Desa 

Taluduyunu. 

3. Dalam Tahap Yuridis proses pembuatan Peraturan Desa No. 1 tahun 2016 

tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 terbagi atas, (a.) Penyusunan Ranperdes, 

(b.) Penyerahan Ranperdes, (c.) Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa. 

Dalam proses Penyusunan ranperdes, peranan BPD Desa Taluduyunu yakni 

BPD Desa Taluduyunu yang melakukan penyusunan Rancangan Peraturan 

Desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 berdasarkan teknik perundang-

undangan (Legal Drafting).  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut : 
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1. Dalam Tahap Inisiasi proses pembuatan peraturan desa, BPD Desa 

Taluduyunu telah melaksanakan peran terkait fungsi legislasinya dengan baik. 

Namun terkhusus pada proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat, BPD Desa 

Taluduyunu hendaknya melakukan upaya dalam meningkatkan antusiasme 

masyarakat dalam mengikuti proses tersebut. Hal ini didasarkan atas 

kurangnya antusiasme masyarakat dalam menghadiri musyawarah di tingkat 

dusun yang merupakan wadah pengumpulan aspirasi. 

2. Dalam Tahap Sosio-politis proses pembuatan peraturan desa, BPD Desa 

Taluduyunu kurang maksimal dalam melaksanakan peran terkait fungsi 

legislasinya, khususnya dalam pelaksanaan proses Rapat 

Pembahasan/Gabungan. Dengan demikian BPD Desa Taluduyunu hendaknya 

melakukan evaluasi dan mencari solusi atas penyebab kurang maksimalnya 

peran BPD Desa Taluduyunu dalam Rapat Pembahasan tersebut. Sehingga 

nantinya BPD Desa Taluduyunu dapat lebih meningkatkan perannya dalam 

Tahap Sosio-politis.  

3. Dalam Tahap Yuridis proses pembuatan peraturan desa, BPD Desa 

Taluduyunu telah cukup baik dalam melaksanakan peran terkait fungsi 

legislasinya. Namun dalam proses Penetapan Peraturan Desa dapat dikatakan 

memakan waktu yang lama, sehingga untuk lebih memaksimalkan 

pelaksanaan peran tersebut, hendaknya BPD Desa Taluduyunu lebih 

meningkatkan efisiensi waktu yang digunakan dalam Tahap Yuridis.  
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